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ABSTRAK 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) tentang 

‚Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Lahan Pedagang Kaki Lima di 

Kawasan Gading Fajar Sidoarjo‛ untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana 

praktik sewa lahan pedagang kaki lima di kawasan Gading Fajar Sidoarjo dan 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa lahan pedagang kaki 

lima di kawasan Gading Fajar Sidoarjo. 

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Selanjutnya dianalisis dengan metode dekriptif dan kesimpulannya diambil 

dengan menggunakan pola pikir deduktif. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Praktik sewa menyewa lahan yang 

merupakan fasum (fasilitas umum) kepemilikan warga Perumahan Sidokare 

Indah RT.19 RW.04 di kawasan Gading Fajar Sidoarjo dilakukan tanpa ada 

perjanjian dalam bentuk tertulis. Selain itu dalam pelaksanaannya, para PKL 

diwajibkan untuk  membayar uang sewa yang jumlahnya sesuai dengan keluasan 

area lapak  masing-masing. Apabila terjadi sengketa/wanprestasi diselesaikan 

dengan non litigasi melalui musyawarah/negosiasi; Praktik sewa lahan di 

kawasan Gading Fajar Sidoarjo sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi 

rukun dan syarat ija>rah, serta dilakukan dengan itikad baik serta tidak ada unsur 

pemaksaan dan tidak ada unsur gha>rar. Selain itu praktik tersebut telah 

memenuhi kemanfaatan yang ditinjau dari mas}lah}ah mursalah. Warga 

memperoleh uang sewa sebagai kas RT dan PKL memperoleh penghasilan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya.. 

Dari hasil penelitian di atas, maka disarankan: Bagi pemerintah setempat 

hendaknya memanfaatkan fasum tiap perumahan menjadi lahan yang lebih 

produktif sebagai tempat usaha serta membuat aturan yang jelas agar tidak 

menimbulkan konflik dikemudian hari; bagi penyewa (pedagang kaki lima) 

hendaknya membayar uang sewa lahan tepat waktu agar tidak ada pihak yang 

dirugikan; bagi pihak yang menyewakan (pihak perumahan) hendaknya membuat 

perjanjian  dalam bentuk tertulis agar lebih kuat kepastian hukumnya, dan 

memberikan fasilitas yang lebih baik untuk terpeliharanya kebersihan, keamanan, 

dan kenyamanan warga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk yang dimiliki Indonesia sangatlah berkembang 

pesat, hal itu sejalan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang juga 

semakin meningkat. Dalam skala yang lebih kecil, sebuah kota di Indonesia 

saja saat ini sudah banyak yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang 

tinggi, terutama di kota-kota besar maupun di Ibukota Provinsi. Tentu saja 

dalam suatu wilayah daerah tersebut tingkat kebutuhannya juga tinggi, 

namun lapangan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan yang terbatas dapat 

menyebabkan banyaknya pengangguran. 

Pengangguran di suatu wilayah pedesaan sering kali memacu 

masyarakatnya untuk berpindah tempat ke suatu wilayah perkotaaan yang 

dianggap dapat menambah peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan 

yang sering kali dikenal dengan istilah urbanisasi. Di dalam Alquran pun 

telah dijelaskan dan dianjurkan adanya perpindahan tempat tinggal (hijrah) 

dari satu wilayah ke wilayah lain yang lebih baik. Hal ini terdapat dalam 

Alquran Surat Al-Hasyr [59] ayat 8:  

                           

                      
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‚(juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung 

halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari 

Allah dan keridhaan-Nya itulah orang-orang yang benar.‛
1
 

 

Dampak dari perpindahan penduduk dari suatu daerah tersebut akan 

menambah kepadatan di kota-kota besar, semakin banyaknya masyarakat 

yang berpindah ke daerah kota-kota besar, hal ini dapat menyebabkan 

wilayah perkotaan tersebut membutuhkan lapangan pekerjaan yang lebih 

banyak untuk para pelaku urbanisasi memenuhi kebutuhan perekonomian. 

Seiring dengan melesatnya pertumbuhan penduduk tersebut berbanding 

terbalik dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang memadai 

sehingga banyak menciptakan pengangguran. 

Salah satu cara untuk mengatasi pengangguran dapat dilakukan dengan 

cara berwirausaha/berwiraswasta. Wirausaha dapat dilakukan mulai dari 

sektor produksi, distribusi hingga sektor bidang jasa. Contohnya pembuat 

kue, pembuat tahu, pedagang klontong, tukang jahit, tukang cuci baju dan 

lain sebagainya. Dalam hal ini wirausahawan tentu saja melakukan jual beli 

antara penjual dan pembeli, dan jual beli (bai’) di dalam Islam adalah akad 

suatu kegiatan saling tukar menukar antara suatu barang dengan harta yang 

digunakan untuk pembayaran barang tersebut yang harus sesuai dengan rukun 

dan syaratnya
2
. Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang jual beli 

terdapat pada al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2] ayat 275: 

                                                           
1
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Tafsirnya Jilid 10 (Juz 28-30) (Jakarta: Widya Cahaya, 

2011, 57. 
2
 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah) (Surabaya: UIN Sunan Ampel 

Press, 2014), 18-19. 
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…             …  
 ‚... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...‛ – 

(Q.S Al-Baqarah [2] : 275)
3
. 

 

Ayat ini merupakan dalil yang menjelaskan diperbolehkannya suatu 

akad jual beli yang artinya setiap manusia diperbolehkan dan dihalalkan 

untuk melakukan kegiatan maupun praktik jual beli dan tidak melakukan 

suatu praktik yang menimbulkan riba. 

Dalam kegiatan jual beli tidak terlepas dari lokasi atau tempat untuk 

bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses jual beli 

tersebut. Tempat tersebut bersifat 2 (dua) macam yaitu permanen dan tidak 

permanen. Contohnya tempat atau lokasi yang bersifat permanen adalah 

toko, ruko, dan lain sebagainya. Dan contoh tempat atau lokasi yang bersifat 

tidak permanen adalah stand-stand, pinggir jalan, dan lain sebagainya. 

Sebuah tempat yang digunakan untuk berjualan oleh penjual ada yang 

sifatnya miliki sendiri maupun hasil dari sebuah sewa-menyewa. Adapun 

dasar hukum yang menjelaskan diperbolehkannya sewa-menyewa terdapat 

pada Alquran Surat Al-Baqarah ayat 233: 

  …                                

                     

 ‚…Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak 

ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 

patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.‛
4
 

                                                           
3
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Tafsirnya Jilid 1 (Juz 1-3) (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 

420-421. 
4
  Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 1 (Juz 1-3)…, 343. 
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Pengusaha yang telah memiliki modal cukup dapat membuka atau 

membangun toko untuk usahanya sendiri atau bisa juga dengan menyewa 

untuk sebuah ruko, namun untuk sebagian pengusaha yang memiliki modal 

minim sulit. Sehingga banyak pelaku usaha yang memilih untuk berjualan di 

lahan-lahan atau kawasan yang ramai dikunjungi banyak orang bahkan 

banyak diantaranya yang menggunakan fasilitas umum untuk tempatnya 

berjualan misal di jalan raya, trotoar, kompleks perumahan elit dan lain 

sebagainya, sehingga mereka sering disebut sebagai PKL (Pedagang Kaki 

Lima). 

Di kota Sidoarjo yang kini juga dinilai cukup padat penduduk, 

tergolong memiliki jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang cukup banyak. 

Pedagang kaki lima (PKL) di Sidoarjo awalnya berpusat di Alun-Alun Kota 

Sidoarjo. Lambat laun  kehadiran PKL di kawasan ini semakin mengganggu 

ruang publik dan menimbulkan banyak dampak yang kurang baik untuk 

sekitar menyebabkan kehadiran PKL tersebut harus terpaksa direlokasikan ke 

beberapa wilayah lain seperti di kawasan GOR Sidoarjo, Jl. Gajah Mada, 

Kecamatan Buduran dan wilayah lainnya. Namun masih banyak PKL yang 

menempati tempat-tempat yang tidak dianjurkan oleh pemerintah dan hanya 

mencari kawasan yang dirasa oleh PKL ramai pengunjung seperti kawasan 

Gading Fajar Sidoarjo dan Perumahan Taman Pinang Sidoarjo. 

Dikarenakan lokasi yang digunakan oleh PKL tersebut bukanlah lokasi 

binaan dari pemerintah setempat maka PKL dikawasan Gading Fajar 
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menggunakan sepanjang jalan raya didepan kawasan tersebut dan beberapa 

PKL juga menempati tanah-tanah kosong seperti taman didepan kawasan 

tersebut untuk berjualan. Muncul beberapa fenomena PKL yang tampak 

seperti membayar sewa terhadap pihak-pihak disekitar kawasan guna 

berjualan di lokasi tersebut. 

Sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian atau transaksi atas suatu 

barang dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam jangka waktu tertentu 

yang melalui pembayaran sewa barang atau imbalan atas jasa
5
. Adapun dalam 

Alquran Surat Al-Maidah ayat 1 menerangkan bahwa: 

              …   

 ‚Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...‛
6
 

 

Dalam ayat ini ditafsirkan bahwa Allah memerintahkan bahwasanya 

setiap hamba-Nya harus memenuhi perjanjian, baik menyempurnakan, 

melengkapi, tidak mengurangi serta tidak membatalkan perjanjian tersebut.
7
 

Lahan atau tempat yang digunakan berjualan oleh PKL di kawasan 

Gading Fajar sering kali terjadi penarikan uang dengan berbagai kepentingan 

yang nominal serta kepentingannya kurang menentu, bahkan konsistensi 

waktu penarikan terhadap PKL tersebut tidak konsisten yang terkadang 

terjadi sehari 1 kali atau ssehari 2 (dua kali) oleh pihak setempat. 

                                                           
5
 Madani, Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah  (Jakarta: Kencana, 2013), 247. 

6
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Tafsirnya Jilid 2(Juz 4-6) (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 

349. 
7
 Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an (2) Surat: An-Nisa’ - Al-An’am 
(Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan (Jakarta: Darul Haq, 2016), 273. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk 

mengkaji Praktik Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan GOR (Gelanggang 

Olah Raga) Sidoarjo yang akan disusun dalam skripsi yang berjudul Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pedagang Kaki Lima di 

Kawasan Gading Fajar Sidoarjo. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis, dapatlah 

diambil beberapa permasalahan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Praktik sewa lahan pedagang kaki lima di kawasan Gading Fajar Sidoarjo; 

2. Latar belakang pedagang kaki lima berjualan di kawasan Gading Fajar; 

3. Pandangan masyarakat sekitar, aparat desa dan pengguna jalan terhadap 

keberadaan pedagang kaki lima di kawasan tersebut; 

4. Dampak adanya pedagang kaki lima di kawasan Gading Fajar Sidoarjo; 

5. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa lahan pedagang kaki lima di 

kawasan Gading Fajar Sidoarjo. 

Dari beberapa identifikasi masalah yang telah didapatkan diatas, perlu 

diperjelas akan batasan-batasan masalah yang akan dikaji oleh penulis dalam 

penelitian ini agar skripsi ini dapat lebih terarah pembahasannya, maka 

penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu: 

1. Praktik sewa lahan pedagang kaki lima di kawasan Gading Fajar Sidoarjo; 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa lahan pedagang kaki lima di 

kawasan Gading Fajar Sidoarjo. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah 

penulis paparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan rumusan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik sewa lahan pedagang kaki lima di kawasan Gading 

Fajar Sidoarjo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa lahan pedagang 

kaki lima di kawasan Gading Fajar Sidoarjo? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka bertujuan untuk diperolehnya suatu gambaran yang 

berkaitan langsung dengan topik pembahasan yang akan diteliti, berkaitan 

dengan beberapa penelitian terdahulu sehingga penulis berharap tidak terjadi 

adanya pengulangan dan duplikasi. Maka perlu dijelaskan mengenai topik 

penelitian yang ditulis oleh peneliti yang berkaitan dengan masalah tersebut, 

antara lain: 

1. Tinjauan Hukum Islam Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan 

Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya. Skripsi yang ditulis oleh M. 

Ibnu Sabilil Huda (2014) ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu 

sam-sama membahas tentang sewa lapak pedagang kaki lima yang 

ditinjau dari segi hukum Islam.
8
 

                                                           
8
 M. Ibnu Sabilil Huda, ‚Tinjauan Hukum Islam Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan 

Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya‛ (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014). 
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Perbedaan skripsi ini dengan penulis adalah lokasi penelitiannya 

yang berada di Jalan Dukuh Menanggal I Surabaya sedangkan penulis di 

kawasan Gading Fajar Sidoarjo. 

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Lapak Bazar di Jogja 

Expo Center. Skripsi yang ditulis oleh Ali Yusuf Ritonga (2016) ini 

memiliki persamaaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas 

mengenai sewa-menyewa lapak yang ditinjau dari segi Hukum Islam.
9
 

Perbedaan skripsi ini dengan penulis adalah lokasi penelitian yang 

berada di Jogja Expo Center sedangkan penulis di kawasan Gading Fajar 

Sidoarjo. Skripsi ini juga membahas mengenai sewa-menyewa berantai 

sedangkan milik penulis tidak. 

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Lapak Pedagang Kaki 

Lima di Malioboro Yogyakarta. Skripsi yang ditulis oleh Chairur Rozikin 

(2013) ini memiliki persamaan dengan skripso penulis yaitu sama-sama 

membahas mengenai sewa-menyewa lapak pedagag kaki lima.
10

 

Perbedaan skripsi ini dengan penulis terletak pada lokasi penelitian 

yang berbeda. Skripsi ini dilakukan di Malioboro Yogyakarta sedangkan 

penulis lokasinya di kawasan Gading Fajar Sidoarjo. 

4. Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima (Studi 

Kasus) di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. 

Skripsi yang ditulis oleh A. Irsyad Kamali (2019) ini memiliki persamaan 

                                                           
9
 Ali Yusuf Ritonga, ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Lapak Bazar di Jogja 

Expo Center‛ (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016). 
10

 Chairur Rozikin, ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Lapak Pedagang 

Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta‛ (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013). 
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dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai sewa lapak oleh 

pedagang kaki lima.
11

 

Perbedaan skripsi ini dengan penulis hanya terletak pada lokasi 

penelitian yang dilakukan yaitu di Desa Sidobandung Kecamatan Balen 

Kabupaten Bojonegoro sedangkan penulis melakukan penelitian di 

kawasan Gading Fajar Sidoarjo. 

5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Lahan Pinjaman di Pasar Pagi 

Tugu Pahlawan Surabaya. Skripsi yang ditulis oleh Nur Faida (2015) ini 

memiliki persamaan dengan penulis yaitu membahas mengenai sewa 

lahan.
12

 

Perbedaan skripsi ini dengan penulis terletak pada lokasi penelitian 

yang digunakan yaitu di pasar pagi Tugu Pahlawan Surabaya sedangkan 

penulis melakukan penelitian di kawasan Gading Fajar Sidoarjo; selain itu 

juga status lahan yang digunakan berbeda, dimana dalam skripsi ini status 

lahannya merupakan lahan pinjaman sedangkan skripsi penulis lahan 

tersebut merupakan lahan milik warga perumahan Sidokare Indah RT.19 

RW.04. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa persamaan penelitian penulis dengan 

penelitian-penelitian terdahulu tersebut yaitu sama-sama membahas tentang 

sewa menyewa lahan atau lapak yang digunakan Pedagang Kaki Lima untuk 

                                                           
11

 A. Irsyad Kamali, ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima (Studi 

Kasus) di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro‛ (Skripsi--UIN Sunan 

Ampel, Surabaya, 2019). 
12

Nur Faida, ‚Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Lahan Pinjaman di Pasar Pagi Tugu 

Pahlawan Surabaya‛ (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015). 
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berjulan serta penelitian ini ditinjau dari segi tinjauan hukum Islam yang ada. 

Dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu 

tersebut terletak pada lokasi penelitian yang berbeda. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dipaparkan oleh penulis, maka 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui Praktik sewa lahan pedagang kaki lima di kawasan Gading 

Fajar Sidoarjo; 

2. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa lahan 

pedagang kaki lima di kawasan Gading Fajar Sidoarjo. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, 

diantaranya: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup 

signifikan terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya 

untuk dunia akademik dan studi keIslaman. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya 

para pedagang kaki lima di kawasan Gading Fajar Sidoarjo dalam 

melaksanakan praktik sewa menyewa lahan dan adanya aturan-aturan 

yang harus dipatuhi dan tidak melanggar prinsip-prinsip yang sesuai 
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dengan hukum Islam maupun aturan hukum teritorial wilayah tersebut 

(Peraturan Daerah). 

 

G. Definisi Operasional 

Skripsi dengan judul: ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa 

Lahan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gading Fajar Sidoarjo‛, diharapkan 

dalam pembahasan selanjutnya tidak terdapat penyimpangan dalam 

penafsiran makna serta untuk menghindari adanya kesalahpahaman persepsi 

dalam pemahaman judul maka dijelaskan sedikit mengenai bagian penting 

dari judul penelitian: 

1. Hukum Islam yaitu segala ketentuan maupun perintah Allah Swt baik 

yang halal, haram, mapun mubah yang bersumber dari Alquran dan 

hadits
13

. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Hukum Islam 

mengenai sewa-menyewa (ija>rah). 

2. Sewa-menyewa (ija>rah) merupakan suatu perjanjian atau transaksi atas 

suatu barang dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam jangka 

waktu tertentu yang melalui pembayaran sewa barang atau imbalan atas 

jasa
14

. 

3. Gading Fajar Sidoarjo merupakan kawasan Perumahan yang terkenal 

digunakan untuk lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan. 

 

 

                                                           
13

Adzikra Ibrahim, Pengertian Hukum Islam dan Manfaatnya, dalam 

https://pengertiandefinisi.com/pengertian-Hukum-Islam-dan-manfaatnya/, diakses pada 30 

September 2018 
14

  Madani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah …, 247. 

https://pengertiandefinisi.com/pengertian-Hukum-Islam-dan-manfaatnya/
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H. Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan pada kehidupan sebenarnya atau kehidupan sehari-

hari yang real15
, peneliti melakukan penelitian terhadap objek langsung dan 

berinteraksi langsung dengan sumber data
16

 dan penelitian ini juga bersifat 

deskriptif kualitatif dikarenakan penelitian  ini bersifat menjelaskan dan 

menafsirkan keadaan secara real dari implementasi di lapangan serta hal-hal 

yang terkait dengan yuridis dengan menggunakan penelitian kualitatif yang 

lebih objektif, akurat, dapat dibuktikan, logis, menjelaskan kenyataan empiris 

dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kawasan Gading Fajar Sidoarjo. 

Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut termasuk 

kawasan milik publik yang dijadikan kawasan berdagang oleh para 

pedagang kaki lima. 

Waktu penelitian dilakukan peneliti mulai pada akhir awal tahun  

2019 dan peneliti juga mengharapkan batasan waktu yang 

ditentukan oleh pihak kampus sesuai dengan waktu yang dibutuhkan 

peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. 

 

 

                                                           
15

 Mardalis, Metode Penelitian  (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28. 
16

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d  (Bandung: Alfabeta, 2008), 

11. 
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2. Sumber Data 

a. Sumber primer 

Merupakan sumber data yang diperoleh oleh seorang peneliti 

dari sumber asli
17

. Dan peneliti mendapatkan sumber primer dengan 

cara wawancara dan observasi. Dalam hal ini peneliti mewawancarai 

responden dari pedagang kaki lima di kawasan Gading Fajar Sidoarjo, 

responden dari RT/RW/pejabat setempat. Dan penulis melakukan 

observasi langsung ke lapangan, yaitu kawasan Gading Fajar Sidoarjo. 

b. Sumber sekunder 

Merupakan sumber data yang mendukung adanya sumber data 

primer dan biasanya juga berasal dari sumber rujukan yang kedua dan 

dalam bentuk sudah jadi, dan sudah diolah oleh pihak lain seperti 

buku-buku, jurnal, artikel, serta Undang-Undang atau peraturan. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, peneliti mengambil 

responden dari pembeli/pengunjung, responden dari masyarakat 

sekitar, responden dari pengguna jalan, serta dokumen-dokumen lain 

yang mendukung seperti buku-buku, jurnal, artikel, serta aturan-

aturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan rincian sebagai 

berikut: 

1) Buku 

a) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 1, Bandung: Alma’arif, 1996; 

                                                           
17

 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2008),103. 
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b) Imam Mustofa, Fiqh Mu’amalah Kontemporer, Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada, 2016; 

c) Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer, Surabaya: 

UIN Sunan Ampel Press, 2014; 

d) Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah), 

Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014; 

e) Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada, 2015; 

f) Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah; Prinsip dan 

Implemetasinya pada Sektor Keuangan Syariat, Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2017. 

2) Jurnal 

a) Rifa’i, A. Badru. ‚Penggunaan Nash dan Tuntutan 

Mashlahah‛. Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.2, No.4, April, 2017; 

b) Qusthoniah. ‚Al-Mashlahah Dalam Pandangan Najmuddin Al-

Thufi‛, Jurnal Syari’ah, Vol. II, No.2, Oktober, 2013; 

c) Dyah Ochtorina Susanti, ‚Mengurangi Konsep Pemisahan 

Harta Setelah Perkawinan: Perspektif Mas}lah}ah Mursalah‛. 

Arena Hukum, Vol. 11, No.1, April, 2018. 

3) Peraturan 

a) Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Ija>rah; 

b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data terdapat berbagai macam cara, salah 

satunya adalah teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti, yaitu: 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan suatu pertemuan dari dua orang untuk 

pertukaran informasi dan ide melalui metode tanya jawab sehingga 

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik pembahasan dari dua 

orang tersebut
18

. Teknik ini digunakan peneliti dalam penelitian ini 

untuk menggali informasi atau data dari responden-responden yang 

berkaitan dengan kawasan Gading Fajar Sidoarjo yang dijadikan para 

PKL tersebut berjualan. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati berbagai gejala sosial 

dalam sesuai kategorinya, dilakukan pengamatan berkali-kali dan 

mencatatnya dengan memakai alat bantu seperti alat pencatat. Dalam 

pelaksanaannya menggunakan alat bantu seperti checklist, skala 

penelitian atau alat mekanik seperti recorder dan lainnya
19

. Dalam 

penelitian ini peneliti terjun langsung untuk mengamati objek dari 

penelitian ini yaitu di kawasan Gading Fajar Sidoarjo. 

c. Dokumentasi 

Dalam metode ini benda-benda tertulis, seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya dalam teknik 

                                                           
18

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d..., 72. 
19

 Mardalis, Metode Penelitian..., 63. 
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dokumentasi diselidiki peneliti
20

. Metode ini dapat digunakan dengan 

cara sederhana, peneliti hanya perlu mencatat informasi atau data 

yang telah peneliti tetapkan. Dari hasil pengumpulan data dari 

dokumentasi peneliti memperoleh dari aktifitas pedagang kaki lima di 

kawasan Gading Fajar Sidoarjo. 

4. Teknik Analisis Data 

 Hasil dari pengumpulan data akan dibahas dan dilakukan di dalam 

penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif yaitu data yang 

dihasilkan dari suatu penelitian dalam bentuk kalimat ataupun uraian-

uraian kata. Untuk menganalisa data kualitatif, peneliti menggunakan 

metode analisis deskriptif yaitu dengan cara data-data yang telah 

terkumpul diuraikan dan dijelaskan, penulis menggunakannya untuk 

mengetahui gambaran mengenai sewa-menyewa lahan pedagang kaki 

lima yang digunakan untuk berjualan di kawasan Gading Fajar Sidoarjo. 

Penulis menggunakan pola pikir deduktif yang merupakan pola pikir 

yang berpacu pada fakta-fakta yang memiliki sifat umum kemudian 

diteliti dan dikaitkan pemecahan masalah yang bersifat khusus.
21

 

 

I. Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi membutuhkan adanya sistematika penulisan, agar 

dalam penyusunan tersebut dapat terarah dan dapat memberikan garis besar 

                                                           
20

 Arikunto Suharsini, Prosedur Penelitian  (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158. 
21

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research  (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16. 
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dari pembahasan penelitian tersebut, maka penyusun menggunakan 

sistematika sebagai berikut: 

Bab pertama, yaitu Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,  kajian pustaka, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

Bab kedua, yaitu Landasan Teori Hukum Islam. Pada bab ini berisi 

tentang teori-teori Hukum Islam yang digunakan penulis yaitu Teori Ija>rah 

mulai dari pengertian ija>rah; dasar hukum ija>rah; rukun dan syarat ija>rah; 

pembagian/macam-macam ija>rah; dan pembatalan atau berakhirnya ija>rah. 

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang Gambaran Umum Sewa-

Menyewa Lahan Berjualan Pedagang Kaki Lima  tersebut di lokasi penelitian 

yaitu di kawasan Gading Fajar Sidoarjo. 

Bab keempat, pada bab ini berisi Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa-

menyewa lahan pedagang kaki lima di kawasan Gading Fajar Sidoarjo. Bab 

ini akan menjelaskan bagaimana praktik sewa-menyewa lahan yang 

digunakan berjualan oleh pedagang kaki lima di kawasan Gading Fajar 

Sidoarjo yang ditinjau dari hukum Islam. 

Bab kelima, pada bab ini berisi Penutup, yaitu bagian akhir dari skripsi 

ini yang berisi kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dan disertai dengan saran 

yang ditujukan kepada seluruh pihak yang terkait dengan penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI HUKUM ISLAM 

A. Ija>rah 

1. Pengertian Ija>rah 

Secara  etimologi, ija>rah berasal dari kata Al-Ajru yang berarti al-

‘iwad{h (upah/ganti)
1
. Al-ajru memiliki makna dasarnya yaitu pengganti, 

baik bersifat materi maupun immateri
2
. Al-ajru merupakan imbalan atau 

upah yang diberikan dari sebuah pekerjaan. Menurut pengertian syara’, 

Al-ija>rah merupakan suatu jenis akad yang untuk mengambil manfaat 

dengan melalui jalan penggantian.
3
 

Secara terminologi, terdapat beberapa pendapat yang perlu 

dikemukakan, diantaranya yaitu: 

a. Menurut Ali al-Khafif, al-ija>rah  merupakan sebuah transaksi terhadap 

sesuatu hal yang bermanfaat dengan suatu imbalan.
4
 

b. Menurut ulama Syafi’iyah, al-ija>rah merupakan suatu transaksi yang 

dilakukan terhadap suatu manfaat menuju suatu hal tertentu, bersifat 

mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
5
 

                                                           
1
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 13 (Bandung: Alma’arif, 1996), 15. 

2
 Imam Mustofa, Fiqh Mu’amalah Kontemporer  (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 101. 

3
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah..., 15. 

4
 Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer  (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 

72. 
5
 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah) (Surabaya: UIN Sunan Ampel 

Press, 2014), 195. 
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c. Menurut ulama Hanabilah dan Malikiyah, al-ija>rah merupakan 

membolehkan pemilikan suatu manfaat sesuatu dalam jangka waktu 

tertentu dengan suatu imbalan.
6
 

d. Menurut Muhammad Rawas Qalaji, yang dikutip oleh Muhammad 

Syafi’i Anthonio bahwa ija>rah merupakan akad pemindahan hak guna 

atas suatu barang atau jasa melalui adanya pembayaran upah sewa, 

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.
7
 

e. Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et al, ija>rah 

merupakan transaksi yang dilakukan atas suatu manfaat yang bersifat 

mubah atas barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam 

tanggungan waktu tertentu, atau transaksi suatu pekerjaan yang 

diketahui dengan upah yang telah diketahui pula.
8
 

f. Menurut Fatwa DSN-MUI, ija>rah merupakan akad  pemindahan hak 

guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa yang terdapat jangka 

waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti 

adanya pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
9
 

g. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Ija>rah 

merupakan akad sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan 

adanya pembayaran.
10

 

                                                           
6
  Ibid. 

7
  Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 195. 

8
  Ibid. 

9
  Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ija>rah. 

10
  Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa al-ija>rah merupakan 

suatu kesepakatan maupun transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau 

lebih untuk melakukan pengambilan manfaat dari suatu barang atau jasa 

dan waktu tertentu tanpa adanya perpindahan kepemilikan dan 

menggantinya dengan suatu imbalan tertentu. 

Dalam hukum Islam, pemilik yang menyewakan disebut dengan 

‚mu’ajjir‛, orang yang menyewa disebut dengan ‚musta’jir‛, suatu hal 

yang diambil manfaatnya (barang yang disewakan) disebut dengan 

‚ma’jur‛, dan imbalan untuk pemanfaatan barang disebut dengan 

‚ujrah/ajran‛.
11

 

2. Dasar Hukum Ija>rah 

a. Alquran 

1) Alquran Surah Al-Baqarah ayat 233 
…                             

                          

 ‚Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan.‛
12

 

 

2) Alquran Surat At-Talaq ayat 6 

…          …     

 ‚... Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 

berikanlah kepada mereka upahnya ...‛
13

 

                                                           
11

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah..., 15. 
12

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 1 (Juz 1-3)…, 343. 
13

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 10 (Juz 28-30)…, 188. 
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b. Al-Hadis 

1) Hadis riwayat Abdullah bin Umar
14

 

رَ  -صلى اللّه ءليه وسلم –عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  أعَْطوُا الَأ جِيػْ
 أَجْرهَُ قػَبْلَ أَنْ يبَِفَّ عَرَقهُُ 

‚Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Saw. bersabda: 

Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya 

mengering‛ 

 

2) Hadis Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa 

Rasulullah Saw. bersabda
15

: 

 اِحْتَجِمْ وَاعَْطِ الُْْجَّا مَاَجْرَهُ 
‚Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya 

kepada tukang bekam itu‛ 

 

3) Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Saw. 

bersabda
16

: 

رَ اَجْرهَُ قػَبْلَ انَْ يََِفَّ عَرَقهُُ   اعُْطوُ الَْْجِيػْ
‚Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya 

kering‛ 

 

c. Ijma’ 

Mengenai disyariatkannya ija>rah, semua umat telah sepakat 

bahwa tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) 

ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang memiliki 

perbedaan pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.
17

 

 

 

 

                                                           
14

 Imam Mustofa, Fiqh Mu’amalah Kontemporer …, 104. 
15

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 13…, 19. 
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
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d. Qiya>s 

Ija>rah juga dilaksanakan berdasarkan qiya>s. Ija>rah diqiya>skan 

dengan jual beli (bai’). Keduanya memiliki persamaan ada unsur-

unsur jual beli, hanya saja objek ija>rah adalah manfaat barang.
18

 

3. Rukun dan Syarat 

a. Rukun 

1) ‘A<qid (pihak yang melakukan perjanjian atau transaksi); 

2) S}i>ghat (ijab dan qabul); 

3) Ma’qu>d ‘alaih (objek atau barang yang hendak dimanfaatkan); 

4) Manfaat; 

5) Upah. 

b. Syarat 

1) Pihak yang melakukan akad harus berakal dan mumayiz
19

; 

2) Terdapat unsur suka rela dari seluruh pihak yang melakukan akad. 

Tidak boleh ada keterpaksaan
20

; 

3) Objek sewa haruslah dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. 

Berdasarkan syarat ini terdapat contoh yaitu tidak sah apabila 

menyewa orang bisu sebagai juru bicara; 

4) Manfaat barang dan jasa yang disewa sifatnya harus jelas; 

                                                           
18

 Imam Mustofa, Fiqh Mu’amalah Kontemporer…, 105. 
19

 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah; Prinsip dan Implemetasinya pada Sektor Keuangan Syariat 

(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 132. 
20

 Imam Mustofa, Fiqh Mu’amalah Kontemporer…, 106-109. 
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5) Manfaat barang atau jasa yang disewakan memiliki hukum mubah 

secara syara’. Contohnya sewa rumah untuk ditinggali, sewa buku 

digunakan untuk belajar; 

6) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya 

(fungsinya); 

7) Apabila berupa barang atau jasa, pekerjaan yang dilakukan orang 

yang menyewa tersebut bukan merupakan suatu kewajiban 

untuknya. Contohnya menyewa jasa seseorang untuk sholat maka 

tidak sah; 

8) Pihak yang menyewakan jasa tidak boleh mengambil manfaat atas 

jasanya, yang berhak memanfaatkannya adalah penyewa; 

9) Barang yang disewakan merupakan barang yang dapat 

diserahterimakan pada saat melakukan akad bila barang tersebut 

merupakan jenis barang bergerak. 

10) Upah harus berharga dan jelas nominal atau ukurannya; 

11) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa diantaranya yaitu: 

a) Manfaat barang ataupun jasa merupakan sesuatu yang bernilai 

dan berharga; 

b) Manfaat dapat diserahterimakan; 

c) Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang; 

d) Manfaat barang dan jasa bisa diganti dengan materi; 

e) Manfaat harus  bersifat jelas dan dapat diketahui; 
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f) Manfaat merupakan suatu barang yang melekat pada barang 

yang sah kepemilikannya; 

g) Manfaat barang objek sewa bukan bertujuan untuk 

menghasilkan barang, contohnya menyewa pohon untuk 

diambil buahnya, sewa semacam ini tidak sah. 

12) Upah/imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan; 

13) Sighat, disyaratkan berkesesuaian dan dalam satu majelis
21

. 

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:09/DSN-MUI/IV/2000 

menetapkan mengenai ketentuan ija>rah sebagai berikut: 

a. Objek ija>rah merupakan manfaat dari penggunaan barang dan/jasa; 

b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan 

dalam kontrak; 

c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat diperbolehkan (tidak 

diharamkan); 

d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 

syariah; 

e. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian 

rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan 

mengakibatkan sengketa; 

f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka 

waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi 

fisik; 

                                                           
21

 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah; Prinsip dan..., 133. 
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g. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh 

penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) 

sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat 

dijadikan harga (thaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa 

atau upah dalam ija>rah; 

h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dan 

jenis yang sama dengan objek kontrak; 

i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat 

diwujudkan dalam kurun waktu, tempat dan jarak. 

Syarat dan ketentuan ija>rah terdapat pada Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 257-262. Yang menyebutkan bahwa: 

Pasal 257 

Untuk menyelesaikan suatu proses akad ija>rah, pihak pihak yang 

melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan 

hukum. 

Pasal 258 

Akad ija>rah dapat dilakukan dengan tatap muka ataupun jarak jauh. 

Pasal 259 

Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, ataupun 

pengampunya. 

Pasal 260 

(1) Penggunaan benda ija>rah harus dicantumkan dalam akad ija>rah; 

(2) Jika penggunaan benda ija>rah tidak dinyatakan secara pasti 

dalam akad, maka benda ija>rah digunakan berdasarkan aturan 

umum dan kebiasaan. 

Pasal 261 

Jika salah satu syarat dalam akad ija>rah tidak ada, maka akad itu 

batal 

Pasal 262 

(1) Uang ija>rah tidak harus dibayar apabila akad ija>rahnya batal; 

(2) Harga ija>rah yang wajar/ujrah al-mitsli adalah harga ija>rah yang 

ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 
 

 
 

Terkait dengan barang atau objek yang disewakan, KHES mengatur 

dalam Pasal sebagai berikut: 

Pasal 274 

(1) Benda yang menjadi objek ija>rah harus benda yang halal atau 

mubah; 

(2) Benda yang diija>rah harus digunakan untuk hal-hal yang 

dibenarkan menurut syariat; 

(3) Setiap benda yang dapat dijadikan objek jual-beli dapat 

dijadikan objek ija>rah. 

Pasal 275 

(1) Benda yang diija>rahkan boleh keseluruhannya dan boleh juga 

sebagiannya yang ditetapkan dalam akad; 

(2) Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan objek ija>rah 

ditetapkan dalam akad ija>rah; 

(3) Apabila hak-hak tambahan penyewa sebagimana dalam ayat 

tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut 

ditentukan berdasarkan kebiasaan. 

 

4. Macam-macam Ija>rah 

Dilihat dari segi objeknya, ija>rah dibagi menjadi 2 (dua) macam, 

yaitu: 

a. Ija>rah bi al-‘amal merupakan suatu kegiatan sewa-menyewa yang 

bersifat pekerjaan/jasa. Yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang 

untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Menurut ulama fiqh, ija>rah 

ini diperbolehkan apabila jenis pekerjaan yang dilakukan jelas
22

 

Contohnya sebagai tukang jahit, tukang sepatu, buruh bangunan, koki, 

dan sebagainya. Ija>rah jenis ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

1) Ija>rah yang  bersifat pribadi, seperti mengganji seorang pembantu 

rumah tangga; 

                                                           
22

 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)..., 202. 
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2) Ija>rah yang bersifat serikat merupakan seseorang maupun 

sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang 

banyak. Contohnya tukang cuci (laundry), tukang jahit, dan 

sebagainya. 

Akad ija>rah jenis ini maka terdapat kewajiban pembayaran upah 

pada waktu berakhirnya suau pekerjaan. Hak menerima upah 

diantaranya yaitu: 

1) Selesai bekerja; 

2) Mengalirnya manfaat, jika ija>rah untuk barang; 

3) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, 

mungkin mendatangkan manfaat pada waktu tersebut sekalipun 

tidak terpenuhi secara keseluruhan; 

4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau suatu kesepakatan 

kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat 

pembayaran.
23

 

b. Ija>rah bi al-manfaat merupakan suatu kegiatan sewa-menyewa yang 

bersifat manfaat. Contohnya sewa-menyewa rumah, toko, perhiasaan, 

kendaraan, pakaian, dan lain-lain. 

Dalam pembahasan yang lain, menurut ketentuan fiqh muamalah, 

ija>rah dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu: 

a. Sewa-menyewa tanah 

                                                           
23

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 13...,  27. 
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Pada masa sekarang ini, kebutuhan mengenai tanah sangat 

penting untuk kehidupan manusia. Islam sebagai agama yang fleksibel 

memperbolehkan adanya sewa-menyewa tanah dengan prinsip 

kemaslahatan dan sama-sama mendapatkan keuntungan dengan 

adanya prosesi sewa-menyewa tersebut.  

Dalam perjanjian sewa-menyewa tanah harus disampaikan 

dengan jelas barang yang disewakan maupun tujuan dari persewaan 

tersebut, baik berupa tanaman atau tumbuhan maupun suatu 

bangunan
24

. Jika tujuannya untuk pertanian maka harus disebutkan 

dengan jelas jenis tanaman  yang akan ditanami, kecuali jika pemilik 

tanah membebaskan tanaman yang akan ditanami oleh penyewa. Jika 

syarat tersebut tidak dipenuhi maka ija>rah (sewa-menyewa) tersebut 

dianggap fasid (tidak sah).
25

 

Dengan adanya ketidakjelasan penggunaan tanah dalam suatu 

perjanjian sewa-menyewa dapat menimbulkan perbedaan persepsi 

antara pemilik tanah dan pihak penyewa dan akan menimbulkan 

sengketa atara kedua belah pihak. Di samping itu, penyebutan jenis 

tanaman akan mempengaruhi lama waktu sewa dan jumlah uang 

sewa
26

. 

 

 

                                                           
24

 Ibid., 30. 
25

 Ibid.  
26

 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)..., 203. 
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b. Sewa-menyewa binatang 

Diperbolehkan adanya suatu kegiatan atau transaksi sewa-

menyewa binatang dengan syarat dijelaskan jangka waktu, tempat, 

tujuan serta kegunaan penyewaan untuk pengangkutan atau untuk 

kegunaan yang lain.
27

 

Sama halnya dengan persewaan lainnya, persewaan binatang 

juga memiliki resiko, contohnya seperti terjadi kecelakaana tau 

binatang yang disewakan mati. Jika binatang yang disewakan sejak 

awal cacat dan mati ketika masih dalam masa penyewaan maka secara 

langsung penyewaan menjadi batal keseluruhan. Tetapi jika binatang 

tersebut tidak cacat namun celaka maka penyewaan tidak batal dan 

orang yang menyewakan wajib mengganti, dia tidak mempunyai hak 

untuk memfasakh (membatalkan) akad.
28

 

c. Sewa-menyewa toko dan rumah 

Toko dan rumah saat ini menjadi kebutuhan yang penting untuk 

manusia. Dimana setiap orang membutuhkan rumah untuk tempat 

tinggal dan tempat hidup sehari-hari. Begitu juga dengan toko yang 

digunakan untuk berdagang dan menjalankan usaha perekonomian 

seseorang. Kemudahan diberikan oleh Islam dengan memperbolehkan 

melakukan persewaan rumah atau toko, baik rumah atau toko tersebut 

ditempati oleh penyewa atau ditempati oleh orang lain dengan cara 

ija>rah (pinjam) atau sewa. 

                                                           
27

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 13..., 30. 
28

 Ibid. 
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Tentu saja dalam hal ini dengan syarat bahwa persewaan jenis 

itu tidak merusak bangunan yang disewa. Dan wajib menggantinya 

apabila terdapat kerusakan pada rumah atau toko yang disewakan 

namun digunakan untuk kepentingan yang lain.
29

 

d. Sewa-menyewa barang sewaan 

Pihak penyewa barang diperbolehkan menyewakan barang 

sewaannya kepada orang lain namun tujuan dan kegunaannya harus 

sesuai dengan yang telah diperjanjikan serta diperbolehkan 

menyewakan dengan harga serupa, lebih banyak maupun lebih sedikit 

pada waktu menyewa.
30

 

5. Pembatalan dan Berakhirnya Ija>rah 

Hal-hal yang dapat membatalkan akad ija>rah terdapat beberapa hal, 

diantaranya yaitu: 

a. Terjadi cacat pada barang sewaan ketika barang tersebut ditangan 

penyewa; 

b. Rusaknya barang yang diupahkan (ma’ju>r alaih), contohnya baju yang 

diupahkan untuk dijahitkan, dikarenakan akad tidak mungkin 

terpenuhi setelah barang rusak; 

c. Telah terpenuhi manfaat yang telah diakadkan. Seperti telah 

selesainya pekerjaan, ataupun berakhirnya jangka waktu sewa; 

d. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah satu pihak yang telah 

melakukan akad sewa tersebut karena dianggap akad ini tidak dapat 

                                                           
29

 Ibid., 31. 
30

 Ibid. 
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diwariskan. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan pendapat 

Jumhur Ulama.
31

 

e. Pihak penyewa bangkrut atau pailit, sehingga tidak dapat membayar 

biaya sewa atau upah tersebut. 

f. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang 

menjadi ‘ain
32

; 

Namun rusaknya barang yang disewakan ini terdapat dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 268 yang berbunyi 

‚Pemeliharaan objek ija>rah adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali 

ditentukan lain dalam akad.‛ 

Selanjutnya Pasal 269 juga menyebutkan bahwa: 

(1) Kerusakan objek ija>rah dikarenakan kelalaian pihak peneywa 

adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam 

akad; 

(2) Apabila objek ija>rah rusak selama masa sewa yang terjadi bukan 

karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib 

menggantinya; 

(3) Jika dalam akad ija>rah tidak ditetapkan mengenai pihak yang 

bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan objek ija>rah maka 

hukum kebiasaan yang berlaku (‘urf) di kalangan tersebut yang 

dijadika hukum. 

 

Dan Pasal 270 yang menyebutkan bahwa : ‚Objek ija>rah yang rusak 

wajib dibayar oleh penyewa berdasarkan waktu yang telah digunakan dan 

sesuai dengan besarnya ija>rah melalui musyawarah‛. 
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 Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer…, 77. 
32

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 13..., 34. 
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B. Mas}lah}ah Mursalah 

1. Pengertian Mas}lah}ah Mursalah 

Secara etimologi, mas}lah}ah mursalah terdiri dari dua kata yaitu kata 

‚mas}lah}ah‛ yang berasal dari kata kerja s}alah{a dan s}aluh}a yang artinya 

adalah baik, manfaat, bagus, faedah, layak, patut sesuai
33

. Secara umum, 

mas}lah{ah dari segi bahasa merupakan segala sesuatu yang membawa 

kebaikan untuk seluruh umat manusia. Dan adapun kata ‚mursalah‛ yang 

berasal dari kata ‚rasala‛
34

 yang artinya adalah bebas dan terlepas
35

, 

maksudnya adalah bebas dan terlepas dari ketentuan yang menunjukkan 

diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya sesuatu hal untuk dilakukan. 

Menurut pendapat Al-Khawaizmi dalam Al-Syaukani menjelaskan 

bahwa mas}lah}ah merupakan suatu cara memelihara tujuan dari hukum 

Islam dengan menghindari/menolak akan terjadinya bencana atau suatu 

kerusakan yang dapat meragukan dari makhluk manusia. 

Menurut pendapat ‘Izz ad-Din bin Abdul Salam, mas}lah}ah 

merupakan kebalikan dari mafsadah yang sering kali diartikan dengan hal 

baik dan hal buruk, manfaat dan mudarat, bagus dan jelek. Dan sesuatu 

yang mas}lah}ah memiliki barometer yaitu hukum Islam, bukanlah akal 

semata.
36

 

                                                           
33

 Asmawi, Perbandingan Usul Fiqh  (Jakarta: Amzah, 2011), 127. 
34

 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh; Metodologi Istinbath dan Istidlal (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), 105. 
35

 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh  (Jakarta: Kencana, 2011), 88. 
36

 Dyah Ochtorina Susanti, ‚Mengurangi Konsep Pemisahan Harta Setelah Perkawinan: 

Perspektif Mas}lah}ah Mursalah‛, Arena Hukum, Vol. 11, No. 1 (April, 2018), 72. 
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Secara terminologi, al-mas}lah}ah adalah suatu kemanfaatan yang 

dikehendaki Allah SWT teruntuk umat-Nya guna untuk suatu 

pemeliharaan, baik pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan 

kehormatan diri serta keturunan umat-Nya, pemeliharaan akal budi, 

maupun pemeliharaan harta kekayaan
37

. Mas}lah}ah mursalah adalah segala 

kemaslahatan dimana hukum syara’ tidak memiliki dalil yang 

menetapkan untuk memperbolehkannya dan tidak terdapat pula dalil yang 

yang menolaknya.
38

 

Terdapat beberapa pendapat juga mengenai pengertian dari 

mas}lah}ah, diantaranya yaitu: 

Menurut Jalaluddin Abdurrahman, disebutkan bahwa mas}lah}ah 

adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik yang 

bermanfaat dalam hal meraih suatu kebaikan maupun kesenangan maupun 

dalam hal yang bersifat untuk menghilangkan suatu kesulitan dan 

kesusahan. Hal ini memiliki esensi bahwa mas}lah}ah adalah terciptanya 

suatu kebaikan maupun kesenangan dalam suatu kehidupan umat manusia 

dan menghindari hal-hal yang dapat merusakanya. Dan kemaslahatan itu 

sendiri berkaitan dengan umat manusia yang membutuhkan tatanan nilai 

kebaikan yang patut dan layak yang telah ditetapkan dan digariskan 

batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan semata maupun hawa nafsu 

manusia belaka.
39
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 Asmawi, Perbandingan Usul Fiqh..., 128. 
38

 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh; Metodologi..., 106. 
39

 H. Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh; Metodologi Penetapan Hukum Islam…, 189-190. 
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Menurut Imam Al-Ghazali, disebutkan bahwa mas}lah}ah pada 

dasarnya adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat 

maupun kebaikan atau terhindarnya dari sesuatu hal yang dapat 

menyebabkan kemudaratan
40

 yang hakikatnya merupakan memelihara 

tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.
41

 

Menurut Ibnu Taimiyah, disebutkan bahwa mas}lah}ah adalah suatu 

perbuatan yang mengandung kebaikan yang dilihat dari pandangan para 

mujtahid dan bukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum 

syara’.42
 

Keempat, Zaky ad-Din Sya’ban, menjelaskan bahwa mas}lah}ah 

adalah segala sesuatu yang ditetapkan hukumnya yang berhasil 

mendapatkan manfaat dan dapat menolak manfaat dari makhluk, dan 

tidak terdapat dalil tertentu yang menunjukkan bahwa hal tersebut 

dibenarkan maupun dibatalkan.
43

 

Menurut Wahbah Zuhaili, mas}lah}ah mursalah adalah beberapa sifat 

yang tindakannya sejalan dengan tujuan syara’, namun tidak memiliki 

dalil tertentu dari syara’ yang menyertakan kebenarannya maupun yang 

menggugurkannya, dan dengan ditetapkannya hukum dapat mencapai 

kemaslahatan dan menolak adanya kerusakan dari umat manusia.
44
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  Ibid., 190. 
41

 Dyah Ochtorina Susanti, ‚Mengurangi Konsep Pemisahan Harta Setelah Perkawinan: 

Perspektif Mas}lah}ah Mursalah‛, Arena Hukum, Vol. 1…, 72. 
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  H. Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh; Metodologi Penetapan Hukum Islam…, 190. 
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Menurut Sa’id Ramdan al-Buti, mas}lah}ah mursalah pada hakikatnya 

adalah tiap manfaat yang terdapat didalam tujuan syara’ tanpa adanya 

dalil  yang membatalkan maupun yang membenarkan.
45

 

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, menjelakan bahwa mas}lah}ah 

mursalah dapat digunakan sebagai dalil hukum Islam apabila mas}lah}ah 

mursalah tersebut merupakan mas}lah}ah haqiqiyah yang telah diakui dan 

dipandang terdapat mas}lah}ah oleh para fuqaha bahwa dari mas}lah}ah 

tersebut dapat menghasilkan hukum yang dapat benar-benar 

mendatangkan manfaat bagi umat manusia dan dapat menolak 

kemudaratan bagi manusia.
46

 

Jadi, arti  mas}lah}ah yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang 

dapat menjadi tujuan dari syara’ bukan kemaslahatan yang hanya 

berdasarkan keinginan serta hawa nafsu manusia saja. Karena, tujuan 

pensyariatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan 

umat manusia dari segala aspek kehidupan di dunia dan menghindari yang 

dapat membawa kerusakan.
47

 

Dapat dikatakan bahwa mas}lah}ah mursalah adalah suatu 

kemaslahatan yang tidak memiliki dalil yang memperbolehkannya dan 

juga tidak memiliki dalil yang menolak/membatalkannya. Jika terdapat 

peristiwa yang tidak terdapat dalam syariat dan tidak memiliki ‘illat yang 

dikeluarkan oleh syara’ yang kejelasan hukumnya ditentukan dari suatu 

                                                           
45

 Ibid. 
46

 Hasbi asy-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 340-341. 
47

 H. Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh; Metodologi Penetapan Hukum Islam..., 190-191. 
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peristiwa tersebut; ditemukannya sesuatu yang telah sesuai dengan 

hukum syara’ yang ada yaitu suatu ketentuan yang didasarkan pada 

pemeliharaan suatu manfaat dan menghindari kemudaratan yang tujuan 

utamanya untuk kemaslahatan, yaitu memelihara kemanfaatan dan 

menjaga dari adanya kemudaratan.
48

 

2. Dasar Hukum 

Adapun beberapa dasar hukum yang menjelaskan tentang mas}lah}ah 

diantaranya yaitu: 

a. Surat Yunus Ayat 57-58 : 

                         

                                   

      

 

‚Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran 

dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 

berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang 

yang beriman. (57) Katakanlah: ‚Dengan karunia Allah dan 

rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia 

Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang 

mereka kumpulkan(58).‛ 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya seberapapun sulit jalan 

yang akan ditempuh oleh hamba Allah. Pasti dapat terselesaikan. 

Sebab Allah Swt. telah memberikan pedoman hidup kepada umat-Nya 

                                                           
48

 Eva Muzlifah, ‚Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam‛, Economic: Jurnal 
Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, (2013), 84-85. 
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yaitu Alquran, sehingga manusia dapat membedakan suatu pekerjaan 

yang baik dan yang dikutuk oleh-Nya.
49

 

b. Surat Al-Baqarah Ayat 185: 

  …              … 

‚... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu ...‛ 

 

Di dalam ayat tersebut didapat sebuah pemahaman bahwa Allah 

memberikan kemudahan kepada hamba-Nya dalam melaksanakan 

setiap syariat-Nya. Contohnya membolehkan musafir, orang sakit dan 

ibu yang sedang hamil untuk tidak berpuasa. 

3. Al-Mas{lah{ah Al-Mursalah 

Al-mas}lah}ah al-mursalah adalah mas}lah}ah yang tidak terdapat 

ketentuan hukummya baik dalam Alquran maupun hadis dalam bidang 

muamalah, namun mampu memberikan manfaat dan dapat menolak 

kemudaratan.
50

 Mas}lah}ah ini termasuk kedalam jenis mas}lah}ah yang di 

diamkan oleh nas} namun sejalan dengan tujuan syara’ dalam mewujudkan 

kebaikan yang diinginkan oleh umat manusia serta menghindari adanya 

kemudaratan.
51

 

Mas}lah}ah mursalah ini termasuk jenis mas}lah}ah yang secara terus-

menerus tumbuh dan selalu berkembang dengan seiring perbedaan kondisi 

dan lokasi tempat tinggal yang mempengaruhi perkembangan masyarakat 

Islam. Contoh yang ada dalam mas}lah}ah mursalah ini seperti adanya 

                                                           
49

 Hamka, Tafsir al-Azhar Juz XI  (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), 235. 
50

 Ibid., 92-93. 
51

 H. Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh; Metodologi Penetapan Hukum Islam..., 198. 
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peraturan yang mengatur tentang lalu lintas, dalam hal ini tidak ada 

hukum yang ada dalam Alquran maupun hadis yang menjelaskan tentang 

peraturan lalu lintas, namun adanya peraturan lalu lintas ini sejalan 

dengan tujuan yang ada dalam hukum syariat yaitu menjaga jiwa. 

Menurut pendapat Jalaluddin Abdurrahman, mas}lah}ah mursalah 

dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu : 

1) Mas}lah}ah yang berdasarkan syariat. Secara umum sejalan dengan cara 

yang telah digariskan oleh Allah Swt. Mas}lah}ah jenis ini berkaitan 

dengan maqa>sid shari>ah, yaitu untuk terwujudkannya tujuan dari 

syariat yang bersifat pokok(d}aru>ri). 

2) Mas}lah}ah yang memiliki sifat samar-samar dan dibutuhkan adanya 

kesungguhan dan ketelitian para mujtahid dalam merealisasikannya 

dikehidupan.
52

 

a. Syarat mas}lah}ah mursalah 

Kelompok yang sependapat untuk menjadikan mas}lah}ah 

mursalah tidak begitu saja menerimanya, namun ada syarat 

tersendiri yang harus terpenuhi dalam memenuhi kriteria 

penggunaan mas}lah}ah mursalah sebagai salah satu metode hukum 

Islam. Beberapa syarat tersebut antara lain: 

1) Syarat umum 

a) Segala sesuatu yang terkait kemaslahatan yang tidak dapat 

ditemukan dalil hukumnya dalam nas} baik yang 
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memperbolehkan maupun yang menolaknya. Namun, nilai 

kemaslahatannya sejalan dengan tujuan syara’.
53

 

b) Mas}lah}ah mursalah tersebut haruslah mas}lah}ah yng dapat 

dipastikan keberadaannya bukan sesuatu yang samar-samar 

ataupun masih dalam perkiraan serta bukan berdasarkan 

keinginan dan rekayasa semata. 

c) Mas}lah}ah mursalah tidak bertentangan dalil-dalil yang 

telah terdapat di dalam Alquran, hadis, dan ijma.
54

 Adanya 

syarat ini mengartikan bahwa mas}lah}ah tidak diperbolehan 

bertentangan dengan dalil yang qat}’i dan harus sesuai 

dengn maslahat yang sesuai dengan tujuan shar’i.55
 

2) Syarat khusus 

a) Sifat mas}lah}ah mursalah merupakan hakiki dan umum 

bukan mas}lah}ah yang bersifat perorangan/individu. 

Artinya, kemaslahatan tersebut berkaitan dengan 

kepentingan banyak orang; 

b) Akal sehat dapat menerima mas}lah}ah secara logis; 

c) Kemaslahatan tersebut dapat mendatangkan manfaat dan 

kebaikan untuk umat manusia dan menghindarkan dari 

kemudaratan yang sejalan dengan tujuan syara’.56
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 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh..., 90. 
54

 Ibid.  
55

 Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan..., 119. 
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 H. Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh; Metodologi Penetapan Hukum Islam..., 189-190. 
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BAB III 

PRAKTIK SEWA MENYEWA LAHAN PEDAGANG KAKI LIMA DI 

KAWASAN GADING FAJAR SIDOARJO 

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

1. Sekilas Tentang Kabupaten Sidoarjo 

a. Sejarah Kabupaten Sidoarjo 

Sejarah terbentuknya Kabupaten melewati 3 (tiga) fase 

penguasa yang terus berganti, yaitu masa kerajaaan, masa pemerintah 

kolonial (Belanda–Jepang), dan pada masa sekarang (Pemerintahan 

Republik Indonesia). 

Fase pertama berawal pada tahun 1019-1042. Kerajaan Jawa Timur 

yang dipimpin Airlangga, dibagi menjadi 2 (dua) wilayah kekuasaan 

untuk diberikan kepada 2 (dua) anaknya yaitu Kerajaan Daha (Kediri) 

dan Kerajaan Jenggala.  Kerajaan Jenggala berdiri pada tahun 1024 

memiliki daerah kekuasaan yang meliputi daerah Delta Brantas 

dengan letak ibukota yang sekarang merupakan wilayah Kecamatan 

Gedangan. Dikarenakan adanya perebutan kekuasaan, Kerajaan Daha 

dan Kerajaan Jenggala melakukan perang saudara yang berakhir 

dengan kekalahan Kerajaan Jenggala pada tahun 1045. Namun dari 

sumber lain menyebutkan bahwa Kerajaan Jenggala pada tahun 1060 

masih ada dan baru hilang sekitar tahun 1902.
1
 

                                                           
1

 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, ‚Sejarah Berdirinya Kabupaten 

Sidoarjo‛, dalam  www.portal.sidoarjokab.go.id, diakses pada 13 Desember 2018. 
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Fase kedua merupakan pada masa pemerintahan kolonial 

Belanda yang diawali pada tahun  1851. Pada saat itu ditandai dengan 

wilayah Sidoarjo dengan nama Sidokare yang dipimpin oleh seorang 

patih yang bernama R. Ng. Djojohardjo, yang bertempat tinggal di 

kampung Pucang Anom dan wilayah tersebut merupakan bagian dari 

Kabupaten Surabaya. Daerah Sidokare Pada tahun 1859, berdasarkan 

Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 9/1859 tanggal 31 Januari 

1859 Staatsblad No.6, wilayah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi 2 

(dua) bagian yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. 

Pada tahun 1859, sesuai dengan Surat Keputusan Pemerintah 

Hindia Belanda (SK PHB) No. 10/1859 tanggal 28 Mei 1859 

Staatsblad, Kabupaten Sidokare berubah menjadi Kabupaten Sidoarjo. 

Demikian dapat dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Sidoarjo 

terbentuk secara resmi pada tanggal 28 Mei 1859 dan Bupati I adalah 

R. Notopuro atau bergelar Tjokronegoro I. Selama menjadi Bupati 

beliau mendirikan masjid di Pekauman yang sekarang dikenal dengan 

Masjid Jamik dan Massjid Abror atau sekarang Masjid Agung sebagai 

peninggalan wafatnya Bupati pada tahun 1862. Pada  tahun 1863 

kakak almarhum diangkat sebagai pengganti bupati Sidoarjo, yaitu 

Tjokronegoro II (Kanjeng Djimat Djokomono). Pada masa 

pemerintahannya, ia memberikan perhatian besar atas pembangunan, 
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diantaranya pembangunan Masjid Jamik yang diteruskan olehnya dan 

perbaikan terhadap Pesarean Pendem.
2
 

Pada tahun 1883 Bupati Tjokronegoro II pensiun dan wafat, dan 

yang menggantikan adalah Sumodiredjo yang merupakan pindahan 

dari Tulungagung, hanya saja berjalan selama 3 (tiga) bulan 

dikarenakan wafat. Tjondronegoro I menggantikan posisi 

Tjokronegoro II hingga berganti-ganti namun masih seputar 

dikeluarga Tjondronegoro berakhir hingga perubahan pemerintahan 

kolonial Belanda ke pemerintah kolonial Jepang pada 1942 hingga 

1945. Dan pada masa pendudukan Jepang, Kabupaten Sidoarjo 

dipimpin Bupati R.A.A Sujadi. 

Ketika Jepang menyerah pada sekutu tahun 1945 dan Indonesia 

Merdeka, Belanda kembali mencoba menduduki wilayah Indonesia 

kembali, bahkan menguasai wilayah Sidoarjo dibawah pemerintah 

Recomba yang merupakan boneka dari pemerintah Belanda dengan 

diangkatnya Soebakti Poespanoto. R. Soeharto sebagai bupatinya. 

Pada tahun 1949, wilayah Sidoarjo kembali ke Pemerintahan 

Indonesia dengan diangkatnya R. Soeriadi Kertosoeprojo sebagai 

Bupati dan ini merupakan Fase Ketiga. Pada masa kepemimpinan 

Bupati R. Soeriadi Kertosoeprojo dapat dikatakan banyak terjadi 

kekacauan keamanan dari berbagai pihak yang tidak suka terhadap 

adanya Republik Indonesia, namun dapat diatasi dengan baik. Seiring 

                                                           
2
 Ibid. 
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berjalannya waktu, Bupati Kabupaten Sidoarjo trus berganti, dan pada 

saat ini Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Bupati H. Saiful Illah, S.H, 

M.Hum dengan didampingi Wakil Bupati H. Nur Ahmad Syaifuddin, 

S.H dengan masa jabatan 2016-2021. Dalam kepemimpinan ini, 

Bupati H. Saiful Illah dengan H. Nur Syaifuddin mempunyai visi dan 

misi: ‚Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, 

Sejahtera dan Berkelanjutan‛.
3
 

b. Kondisi  wilayah 

1) Letak geografis 

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu bagian dari 

Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo terletak pada 112º5’ 

dan 112º9’ Bujur Timur dan terletak pada 7º3’ dan 7º5’ Lintang 

Selatan. Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah kurang lebih 

71.424,25 Ha dengan kawasan terluas yang dimiliki Sidoarjo 

adalah perairan. Dengan luas wilayah tersebut, Kabupaten 

Sidoarjo memiliki 18 kecamatan dan 353 kelurahan, dengan 

jumlah penduduk kurang lebih 2,2 juta jiwa. Wilayah Kabupaten 

Sidoarjo letaknya berada diantara 2 (dua) sungai, sehingga 

terkenal dengan sebutan kota ‚Delta‛.
4
 

                                                           
3
 Ibid. 

4
 Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Dalam 

Angka 201 (Sidoarjo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2014), 5. 
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Gambar 3.1: Peta Wilayah Kabupaten Sidoarjo 

 

Kabupaten Sidoarjo memiliki batas-batas wilayah dengan 

daerah sekitar, yaitu: 

Sebelah Utara : Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik 

Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan 

Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto 

Sebelah Timur : Selat Madura 
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Gambar 3.2: Peta Perbatasan Wilayah Kabupaten Sidoarjo 
 

2) Kondisi demografi 

Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah wilayah daerah di 

Jawa Timur yang memiliki letak wilayah yang sangat strategis. 

Berbatasan dngan wilayah Surabaya sebagai kota metropolitan 

kedua di Indonesia, Sidoarjo mendapat dampak positif untuk 

pertumbuhan wilayahnya, yaitu wilayah yang selalu dilalui arus 

transportasi dari Surabaya ke daerah lain seperti Mojokerto, 

Malang, Pasuruan, dan Gresik. 

Kabupaten Sidoarjo luas wilayah yaitu 714,24 km² dengan 

jumlah penduduk kurang lebih 2,2 juta jiwa serta kepadatan 

penduduk 3.089,09 jiwa/km² dan juga dengan rincian 95% 

masyarakat beragama Islam; 3,18% beragama Kriten Protestan; 
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1,37% beragama Katolik; 0,25% beragama Budha; 0,19% 

beragama Hindu; dan 0,01% beragama Konghucu.
5
 

Pertumbuhan ekonomi membuktikan kondisi demografi 

dengan sektor unggulannya dari berbagai potensi yaitu seperti 

industri, perdagangan, pariwisata, kuliner, pengangkutan & 

komunikasi, listrik, gas, dan air bersih, serta banyaknya usaha 

kecil dan menengah yang dapat membantu menjadikan Kabupaten 

Sidoarjo salah satu daerah strategi bagi pengmbangan 

perekonomian wilayah regional. Pada tahun 2013, Sidoarjo 

mengalami pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata perekonomian 

provinsi Jawa Timur yaitu pada titik 7,02.
6
 

3) Letak topografi 

Topografi merupakan uraian terperinci tentang keadaan 

muka bumi di suatu wilayah. Kabupaten Sidoarjo merupakan 

dataran delta dengn ketinggian antara 0 s/d 25 meter, ketinggian 

0-3 meter dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99% merupakan 

daerah pertambakan yang berada di wilayah bagian timur. 

Wilayah bagian tengah yang berair tawar degan ketinggian 

3-10 meter dari permukaan air laut merupakan daerah dengan 

kawasan pemukiman, perdagangan dan pemerintahan, yang 

meliputi 40,81%. Wilayah bagian barat denga ketinggian 10-25 

                                                           
5

 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, ‚Sejarah Berdirinya Kabupaten 

Sidoarjo‛, dalam  www.portal.sidoarjokab.go.id, diakses pada 17 Desember 2018. 
6
  Ibid.  
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meter dari permukaan laut merupakan daerah pertanian, yang 

meliputi 29,20%.
7
 

Kabupaten Sidoarjo juga memiliki beberapa lapisan batuan, 

antara lain yaitu: 

a) Batuan Alluvium seluas 686,89 tersebar di seluruh kecamatan 

di wilayah Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi untuk lapisan 

batuan ini Plistosen Fasein Sedimen hanya berada di 6 (enam) 

Kecamatan yaitu, Kecamatan Sidoarjo, Buduran, Taman, 

Waru, Gedangan dan Sedati; 

b) Lapisan batuan tanah untuk Alluvial Kelabu berada di 18 

(delapan belas) Kecamatan seluas 470,18 km². Lapisan tanah 

jenis Alluvial Kelabu dan Coklat Kekuningan hanya ada di 4 

(empat) Kecamatan yaitu, Kecamatan Krembung 4,54 km², 

Balongbendo 27,95 km², Tarik 9,87 km² dan Prambon 7,33 

km²; 

c) Lapisan Alluvial Hidromart seluas 213,61 km² yang tersebar di 

8 (delapan) wilayah Kecamatan yaitu, Kecamatan Sidoarjo, 

Buduran, Candi, Porong, Tangulangin, Jabon,Waru dan Sedati; 

d) Lapisan tanha kelabu tua seluas 8,71 km² ada di 2 (dua) 

wilayah Kecamatan yaitu, Kecamatan Buduran dan 

Gedangan
8
. 

                                                           
7
 Ibid. 

8
 Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Dalam 

Angka 2014, (Sidoarjo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2014), 5-6. 
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4) Kondisi hidrogeologi 

Hidrogeologi adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang 

air tanah yang berhubungan dengan lingkungan geologi dengan 

berbagai segi air permukaan yang berkaitan. Kondisi hidrogeologi 

Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah air tanah, payau, dan air 

asin yang mecapai 1.631.269 Ha. Kedalaman air tanah rata-rata 0-

5 meter dari permukaan tanah.
9
 

5) Kondisi klimatologi 

Klimatologi adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang 

sebab-sebab terjadinya, serta pengaruh iklim yang terdapat di 

suatu wilayah. Kondisi klimatologi Kabupaten Sidoarjo yaitu 

beriklim tropis seperti iklim-iklim wilayah di Indonesia lainnya 

yang memiliki 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau yang terdapat 

disekitar bulan Juni sampai bulan Oktober dan musim hujan yang 

terdapat disekitar bulan November sampai bulan Mei. 

6) Struktur tanah 

Kabupaten Sidoarjo memiliki struktur tanah sebagai 

berikut:
10

 

a) Alluvial hidromart seluas 29.346,95 Ha; 

b) Alluvial kelabu seluas 6.236,37 Ha; 

c) Assosiasi Alluvial kelabu dan Alluvial coklat seluas 4.970,23 

Ha; 

                                                           
9
 Ibid. 

10
 Ibid. 
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d) Gromosal kelabu tua seluas 870,70 Ha. 

2. Sekilas Tentang Lokasi Pedagang Kaki Lima di Gading Fajar Sidoarjo 

Lokasi  Gading Fajar Sidoarjo merupakan kawasan perumahan yang 

jalan rayanya digunakan serta dimanfaatkan oleh Pedagang Kaki Lima 

(PKL) untuk melakukan kegiatan usahanya yaitu berjualan. Kawasan ini 

merupakan kawasan yang sangat strategis menurut PKL dikarenakan 

kawasan Gading Fajar – Taman Pinang sangat ramai pengunjung, oleh 

sebab itu PKL menyukai lokasi ini untuk dijadikan lokasi berjualan. 

Lokasi Gading Fajar Sidoarjo ini terletak pada 7º4’ Lintang Selatan dan 

112º7’ Bujur Timur. Gading Fajar Sidoarjo termasuk kedalam 

Desa/Kelurahan Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. 

Lokasi Gading Fajar Sidoarjo ini cukup luas. Dalam penulisan 

skripsi ini peneliti lebih menfokuskan letak lokasi penelitian yang lebih 

spesifik. Lokasi ini merupakan bagian dari Perumahan Sidokare Indah 

RT.19 RW.04 Kelurahan Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo 

yang juga bagian dari kawasan PKL Gading Fajar-Taman Pinang 

Sidoarjo. Secara geografis lokasi ini berada diperbatasan antara kawasan 

Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo dan kawasan Perumahan 

Gading Fajar 2 Sidoarjo. Dan lokasi ini berada dipertemuan Jalan Raya 

Taman Pinang Indah dan Jalan Raya Sepande. 

Lokasi di Perumahan Sidokare Indah RT.19 RW.04 ini merupakan 

bagian kecil dari Kelurahan Sepande. Lokasi ini merupakan lokasi yang 

sangat ramai dilalui banyak orang dikarenakan berada diantara kawasan 
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Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo dan kawasan Perumahan 

Gading Fajar 2 Sidoarjo bahkan banyak orang yang mengira bahwa lokasi 

ini sudah masuk ke wilayah Gading Fajar 2 Sidoarjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3: Peta Lokasi Taman Pinang - Gading Fajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5. Peta Lokasi PKL 
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Gambar 3.4:  Peta Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian yang digunakan Pedagang Kaki Lima (PKL) 

berbatasan dengan wilayah: 

Sebelah Utara  : Sungai 

Sebelah Selatan : Jl. Raya Sepande  

Sebelah Timur   : Jl. Raya Taman Pinang Indah dan Monumen 

Udang & Bandeng 

Sebelah Barat  : Perumahan Sidokare Indah RT.19 RW.04 

Lokasi PKL ini terletak pada Fasum (Failitas Umum) milik warga 

Perumahan Sidokare Indah RT.19 RW.04 yang dimanfaatkan serta 

dijadikan lahan untuk para PKL berjualan atas sepengetahuan dan izin 

warga setempat
11

. Lokasi ini sangatlah ramai dilalui pengunjung terbukti 

dengan tidak pernah sepi kawasan Taman Pinang-Gading Fajar yang 

tentu saja juga menguntungkan bagi PKL yang berada di lokasi ini. 

PKL yang menempati lokasi ini awal mulanya berjualan di pinggir-

pinggir trotoar Jalan Raya Taman Pinang-Gading Fajar, pada tahun 2010 

                                                           
11

 Idam (Ketua RT), Wawancara, Perumahan Sidokare Indah RT.19 RW.04, 02 Juli 2019. 
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beberapa warga merasa kasihan kepada PKL yang berjualan dipinggir 

jalan sehingga memutuskan untuk membeli Sirtu (Pasir dan Batu) untuk 

meratakan tanah fasum milik warga yang awalnya ditanami pohon 

mangga. Beberapa PKL juga ikut iuran untuk proses tersebut, dan dari 

pihak perumahan menarik Rp.35.000 per bulan untuk kontribusi warga.
12

 

 

B. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Gading Fajar 

Sidoarjo 
 

1. Riwayat Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berjualan di Kawasan 

Gading Fajar 

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang digunakan peneliti sebagai objek 

penelitian ini melakukan kegiatan usaha (berjualan) di lokasi atau lahan 

yang merupakan tanah fasum (fasilitas umum) milik warga setempat 

yaitu Perumahan Sidokare Indah  RT.19 RW.04 dan dimanfaatkan dengan 

adanya PKL yang ada.
13

 Fasum yang awalnya hanya ditanami oleh pohon-

pohon mangga saja akhirnya di potong dan dirapikan oleh warga setempat 

setelah adanya perundingan terkait PKL yang kasihan berjualan di 

pinggir-pinggir jalan. 

PKL yang telah setuju dengan awal mula tanah milik warga 

Perumahan Sidokare Indah RT.19 RW.04 tersebut yang diratakan 

tanahnya dengan sirtu guna lokasi PKL berjualan untuk membantu 

berkontribusi dalam proses tersebut dengan membayar iuran Rp.35.000,- 

per bulan untuk biaya pengurukan tanah dan kontribusi warga. Beberapa 

                                                           
12

 Tarigan, Wawancara, Sidokare Indah, 05 Juli 2019. 
13

 Idam (Ketua RT), Wawancara, Sidokare Indah RT.19, 02 Juli 2019. 
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tahun kemudian lokasi tersebut dirapikan oleh Satpol PP, PKL yang 

awalnya berjualan di tikungan lokasi tersebut pindah ke posisi yang lebih 

mendekati jembatan kawasan Taman Pinang-Gading Fajar sehingga pihak 

setempat menawarkan untuk PKL berjualan di kawasan dalam lahan 

tersebut bukan di trotoar.
14

 

PKL yang mau berjualan di lahan tersebut ada yang berjualan di 

dalam dan ada yang berjualan di lokasi yang sedikit keatas (mengarah ke 

jembatan Taman Pinang-Gading Fajar), PKL yang di area atas tersebut 

biayanya agak mahal dan awalnya dikenakan iuran Rp.50.000,- perbulan 

namun PKL membuatnya permanen. 

Namun, tahun 2017 digusur oleh Satpol PP sehingga pihak Satpol 

PP, pihak perumahan dan PKL untuk berdiskusi mencari solusi terbaik 

untuk PKL dilokasi tersebut dikarenakan sebenarnya warga juga tidak 

setuju PKL berjualan di lokasi tersebut. Keputusan yang didapatkan dari 

hasil diskusi tersebut yaitu PKL tidak diperbolehkan untuk berjualan di 

trotoar harus di dalam trotoar untuk lokasinya.
15

  

Dari keputusan tersebut warga mau memfasilitasi lahan PKL 

dengan menarik lapak-lapak PKL di dalam lahan tersebut. Sehingga 

warga harus membongkar pagar pembatas milik perumahan agar fasum 

mereka dapat digunakan PKL berjualan dan proses tersebut 

membutuhkan biaya sebesar Rp.24.000.000,- yang didapatkan dari kas RT 

dan beberapa iuran warga. Setelah PKL dapat berjualan, maka mereka 

                                                           
14

 Tarigan, Wawancara, Sidokare Indah, 05 Juli 2019. 
15

 Ibid. 
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ditarik iuran atau dapat dikatakan juga dengan sewa sebesar Rp.55.000,- 

per bulan untuk area yang dekat jembatan dan Rp.50.000,- per bulan 

untuk area yang dekat tikungan.
16

 

Setelah merapikan tanah yang dilakukan pertama kali, dilakukan 

juga proses tersebut untuk yang kedua kalinya namun pada saat itu PKL 

yang berjualan berada di bawah. Maksudnya yaitu lapak PKL lebih 

rendah daripada jalan raya, sehingga menimbulkan pengunjung menjadi 

sepi. Oleh karena itu dilakukan lagi musyawarah dengan pihak Satpol PP, 

dan dari pihak Satpol PP memberikan solusi bahwasanya PKL boleh 

berjualan posisinya diatas tetapi tidak boleh permanen dan tidak boleh 

melewati trotoar, sehingga model lapak jualan PKL sekarang dapat 

dimajukan dan dimundurkan.
17

 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 8 ayat (1), para 

PKL yang melakukan usahanya di kawasan Perumahan Sidokare Indah 

RT.19 RW.08 merupakan pedagang kaki lima dengan jenis tempat usaha 

tidak bergerak. 

2. Syarat dan Ketentuan berjualan 

Tidak ada ketentuan khusus yang signifikan untuk PKL yang 

berjualan di lokasi tersebut, hanya beberapa hal diantaranya: 

                                                           
16

 Ibid. 
17

 Ibid.  
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a. Awal mula PKL yang berjualan di kawasan tersebut adalah warga asli 

Sidoarjo dengan menunjukkan kartu identitas. Namun, ada beberapa 

PKL yang diluar warga Sidoarjo (sekitar 1-2 orang); 

b. Tidak diperbolehkan untuk menginap dan menetap di kawasan PKL 

berjualan; 

c. Sifat lapak yang dibangun diatas lahan tersebut bukan lapak yang 

permanen, harus yang bersifat sementara; 

d. Diperbolehkan berjualan untuk sore hari dimulai pukul 15.00 WIB dan 

paling malam pukul 02.00 WIB; 

e. Tidak diperbolehkan berjualan minum minuman keras, main kartu dan 

sebagainya. 

3. Kedudukan Pedagang Kaki Lima Saat Ini 

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di kawasan ini kurang 

lebih terdapat 60 PKL namun sifatnya tidak tetap dan sering kali keluar 

masuk, PKL yang pasti menetap berjualan di 30 PKL dan yang patuh 

membayar iuran sekitar 20 PKL saja. Lahan yang diberikan pihak 

perumahan setempat untuk PKL awalnya masing-masing 3 (tiga) meter 

namun kebutuhan masing-masing PKL berbeda, maksudnya yaitu ada 

PKL yang hanya dengan 2 (dua) meter saja dirasa sudah cukup, ada yang 

membutuhkan 3 (tiga) meter penuh sehingga PKL yang hanya memakai 

lahan 2 (dua) meter saja sisanya dapat diberikan kepada PKL yang 

letaknya sebelahan dengannya. Namun apabila ada yang lebih dari 3 (tiga) 
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meter maka PKL tersebut juga diminta untuk membayar dengan hitungan 

2 (dua) stand atau 2 (dua) lahan.
18

 

PKL yang jumlahnya cukup banyak tersebut berjualan di kawasan 

ini bermacam-macam jenis penjual. Jenis barang yang dijual oleh PKL 

dikawasan ini seperti menjual barang dagangan mulai dari bidang kuliner, 

boneka, keperluan rumah tangga, accessories handphone maupun 

elektronik, pakaian, dan lain-lain. 

 

C. Praktik Sewa Menyewa Lahan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gading 

Fajar Sidoarjo 
 

1. Bentuk Perjanjian 

Pada awal adanya perjanjian sewa pada lokasi ini sifatnya berupa 

kesepakan yang secara lisan, belum ada bentuk tertulisnya. Hanya secara 

lisan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Baik oleh pihak penyewa 

(PKL) dan pihak yang menyewakan (pihak perumahan). Kesepakatan ini 

dilakukan dengan sifat bangunan/lapak PKL yang bersifat tidak permanen 

atau sementara. Sehingga apabila suatu saat nanti apabila pihak 

Pemerintah Daerah (PEMDA) serta pihak perumahan tersebut ingin 

menggunakan lahan tersebut untuk suatu hal, maka PKL juga diminta 

untuk tidak berjualan terlebih dahulu sesuai kebutuhan dan jangka waktu 

yang diperlukan.
19

 

Dalam kesepakatan ini bebas untuk jangka waktunya. Tidak ada 

ketentuan jangka waktu sampai berapa lama PKL tersebut menyewa 

                                                           
18

 Ibid. 
19

 Ibid.  
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lahan dari pihak perumahan.
20

 Untuk pembaruan kesepakatan itu 

dilakukan secara otomatis ketika PKL membayar uang sewanya setiap 

bulan tersebut maka PKL masih dapat menggunakan lahan tersebut untuk 

berjualan di bulan selanjutnya. 

2. Unsur Sewa-menyewa 

a. Subyek dan objek sewa menyewa 

Dalam peristiwa ini subyek atau pihak yang terlibat dalam 

kesepakatan/perjanjian sewa menyewa ini adalah pihak yang 

menyewakan yaitu pihak Perumahan Sidokare Indah RT.19 RW.04 

yang kordinatornya adalah Bapak Tarigan yang merupakan warga 

Perumahan Sidokare Indah RT.19 RW.04 yang berprofesi sebagai 

dosen pascasarjana di Universitas Petra Surabaya yang kedudukannya 

sebagai wakil dari warga perumahan dan pihak yang menyewa itu 

para PKL yang berjualan di lokasi tersebut. 

Objek dalam perjanjian sewa menyewa ini adalah lahan yang 

kepemilikannya milik warga Perumahan Sidokare Indah RT.19 RW.04 

Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang 

dimanfaatkan oleh PKL untuk berjualan. 

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

Perjanjian sewa menyewa antara pihak penyewa dan yang 

menyewakan dalam peristiwa ini tidak ada suatu hak dan kewajiban 

yang tertulis dengan pasti. Hanya saja masing-masing pihak 

                                                           
20

 Ibid.  
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diharuskan memahami dan mematuhi norma-norma disekitar yang 

ada.
21

 Contohnya yaitu: 

1)  Untuk pihak penyewa: 

a) Diwajibkan membayar uang sewa tepat waktu; 

b) Diwajibkan menjaga kebersihan sekitar lokasi berjualan; 

c) Diwajibkan untuk menarik kembali barang dagangannya 

setelah waktu berjualan habis dan menariknya kebelakang 

lahan; 

d) Diwajibkan untuk meninggalkan lokasi jualan saat malam hari 

dan lapak tidak boleh digunakan untuk menginap; 

e) Berhak mendapatkan hak untuk berjualan setelah membayar 

sewa; 

f) Berhak mendapat fasilitas yang ada dari pihak yang 

menyewakan. 

2) Untuk pihak yang menyewakan : 

a) Berhak untuk mendapatkan uang sewa dari PKL atas lahan 

miliknya yang disewa PKL; 

b) Berhak menghentikan PKL yang tidak membayar uang sewa 

selama berbulan-bulan; 

c) Berhak mengingatkan PKL untuk tidak berjualan sementara 

waktu apabila lahan yang digunakan PKL digunakan untuk 

urusan Pemda atau warga perumahan; 

                                                           
21

 Ibid.  
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d) Wajib membantu memberikan fasilitas untuk PKL berjualan. 

Contohnya seperti menyediakan lahan untuk pengunjungnya, 

memperbaiki jalan yang rusak disekitar lokasi berjaulan; 

e) Wajib mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan 

penyewa (PKL). 

3. Pelaksanaan Harga Sewa 

Dalam pelaksanaan harga sewa lahan ini telah disepakati oleh 2 

(dua) pihak yaitu pihak penyewa (PKL) dan pihak yang menyewakan 

(pihak perumahan). Menurut keterangan yang didapatkan penulis dari 

hasil wawancara dan observasi, pembayaran uang sewa lahan masing-

masing PKL berbeda. Seperti yang disampaikan oleh beberapa PKL 

contohnya seperti: 

Ibu Yulia Penjual Kue Rangin yang telah berjualan hampir 3 (tahun) 

di lokasi tersebut. Menurut Ibu Yulia ‚berjualan di lokasi ini 

pembayarannya dilakukan setiap bulan sejumlah Rp.50.000,- dan Ibu ini 

sering kali mengistilahkan dengan uang kas. Selama berjualan di kawasan 

tersebut Ibu Yulia mengatakan bahwa beliau juga membayar uang 

kebersihan sejumlah Rp.2.000,- per hari dan uang keamanan Rp.2.000,- 

per hari. Namun bukan kepada pihak perumahan melainkan untuk uang 

kebersihan kepada petugas kebersihan dan uang keamanan kepada 

pemuda desa setempat yang sering kali para PKL menyebutnya ‚preman‛ 
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dikarenakan mereka hanya menarik uang keamanan saja namun tidak 

memberikan timbal balik keamanan untuk PKL dikawasan tersebut.
22

 

Adanya penarikan iuran harian kepada PKL di kawasan tersebut 

untuk uang kebersihan dan keamanan juga dibenarkan oleh Bapak Rois 

penjual telur gulung yang mengatakan bahwa, ‚Berjualan di lokasi ini 

biasanya membayar uang sampah dan uang keamanan dan yang menariki 

uang orang daerah sini sendiri. Biasanya untuk hari biasa masing-masing 

Rp.2000,- dan untuk hari Sabtu-Minggu masing-masing Rp.3000,-.‛
23

 

Bapak Sis penjual accessories handphone yang telah berjualan di 

kawasan Gading Fajar hampir 10 (sepuluh) tahun bahkan sebelum 

kawasan tersebut ramai seperti sekarang dan sebelum adanya perbaikan 

jalan raya Taman Pinang-Gading Fajar serta penataan PKL seperti 

sekarang ini. Beliau mengatakan bahwa beliau membayar uang sewa 

lahan sebesar Rp.100.000,- per bulan. Sama seperti Ibu Yulia, menurut 

keterangan Bapak Sis ini juga mengeluarkan biaya harian yaitu Rp.2.000,- 

untuk kebersihan dan Rp.2.000,- untuk keamanan.
24

 

Ibu Yani penjual accessories handphone hampir 3 (tiga) tahun di 

kawasan tersebut menyampaikan bahwa ketika awal menyewa lahan di 

kawasan tersebut beliau membayar sejumlah Rp.50.000 per bulan namun 

seiring bertambahnya waktu beliau menjadi membayar Rp.100.000,- per 

bulan dan tidak ada ketentuan jangka waktu menyewa lahan pada 

                                                           
22

 Yulia, Wawancara, Gading Fajar Sidoarjo, 02 Juli 2019. 
23

 Rois, Wawancara, Gading Fajar Sidoarjo, 30 Juni 2019. 
24

 Sis, Wawancara, Gading Fajar Sidoarjo, 01 Juli 2019. 
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perjanjian diawal, hanya memperbarui sewanya tipa bulan dengan 

membayar uang sewa tersebut. Sepengetahuan ibu Yani, harga sewa lahan 

setiap PKL berbeda, namun beliau tidak mengetahui berdasarkan apa 

perbedaan harga sewa tersebut, bisa saja dipengaruhi oleh luas lahan yang 

digunakan berjualan dan yang menentukan juga pengurus.
25

 

Ibu Yani juga menyampaikan hal yang sama dengan keterangan 

Penjual yang lain mengenai iuran harian yang dibebankan kepada PKL. 

Ibu Yani menambahkan bahwasanya pembayaran uang kebersihan ditarik 

oleh petugas kebersihan sendiri dan uang keamanan ditarik oleh pemuda 

sekitar yang tiap harinya berbeda orang.
26

 

Pihak pemilik lahan memberikan ketentuan kepada PKL yang 

menyewa di lahan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
27

 

a. PKL yang berada di area atas dekat dengan jembatan Taman Pinang-

Gading Fajar membayar uang sewa/iuran sebesar Rp.55.000,- per 

bulan. 

b. PKL yang berada di area sekitar tikungan perumahan dengan jalan 

raya membayar uang sewa/iuran sebesar Rp.50.000,- per bulan 

c. Ketentuan pembayaran uang sewa/iuran tersebut digunakan untuk 

lahan yang telah ditentukan oleh pihak penyewa yaitu masing-masing 

2 (dua) meter. Apabila lebih dari ketentuan yang diberikan maka 

pihak PKL diminta membayar dengan hitungan 2 (kali) lipat. 

                                                           
25

 Yani, Wawancara, Gading Fajar Sidoarjo, 03 Juli 2019. 
26

 Ibid.  
27

 Tarigan, Wawancara, Sidokare Indah, 05 Juli 2019. 
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Pembayaran iuran/uang sewa oleh PKL ditarik secara langsung oleh 

Bapak Tarigan selaku koordinator yang mengurus terkait PKL di kawasan 

tersebut. Bapak Tarigan biasanya menarik uang sewa PKL tidak 

menentukan waktunya (awal atau akhir bulan) melainkan sesuai kondisi 

keuangan PKL tersebut. Tak jarang PKL melakukan negosiasi kepada 

beliau apabila PKL sedang kesulitan dana atau hendak melakukan 

penundaan pembayaran dari jatuh tempo yang telah disepakati. 

Hasil pembayaran uang sewa/iuran untuk lahan yang digunakan oleh 

PKL yang dikumpulkan kepada Bapak Tarigan selaku koordinator pihak 

perumahan yang mengurus masalah PKL untuk pemasukan kas RT 

sebagai ganti pembangunan pagar serta pengurukan tanah sebelumnya 

yang digunakan untuk pemerataan tanah bagi PKL, perbaikan jalan 

sekitar kawasan jualan PKL dan perumahan, untuk bayar satpam, untuk 

membayar orang membersihkan sekitar kawasan termasuk selokan yang 

ada di sekitar, serta untuk pengelolaan keperluan RT lainnya. Terkadang 

juga apabila ada pedagang yang sakit lebih dari 2 (dua) hari di rumah 

sakit, dari uang sewa yang mereka kumpulkan setiap bulannya itu juga 

kembali untuk mereka yang sakit biasanya oleh bapak Tarigan diberikan 

uang Rp.100.000,-.
28

 

Dari pihak perumahan hanya menarik iuran atau uang sewa untuk 

lahan saja dan menyediakan lahan untuk PKL sesuai ketentuan yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Namun untuk fasilitas listrik, pihak perumahan 

                                                           
28

 Tarigan, Wawancara, Sidokare Indah, 05 Juli 2019. 
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tidak menyediakannya. Sehingga, PKL mencari cara sendiri untuk 

memenuhi kebutuhan mereka terkait listrik. Ada PKL yang memang 

memiliki aliran listrik sendiri, ada juga PKL yang membeli pulsa listrik 

dari pihak PKL lain yang memiliki pulsa listrik.
29

 

Terkait dengan biaya listrik merupakan pengeluaran PKL diluar 

pengeluaran mereka dalam membayar uang sewa lahan berjualan. Masing-

masing PKL pun memiliki kebutuhan listrik yang berbeda, sehingga 

jumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar listrik juga berbeda. Ada 

PKL yang membayar listrik sesuai jumlah lampu yang dimiliki, ada juga 

yang sesuai pulsa listrik yang dibutuhkan. Beragam kebutuhan listrik para 

PKL mulai dari membayar Rp.30.000,- per lampu yang dimiliki yang 

dibayar setiap bulan dan ada juga yang membayar jumlah pulsa listrik 

sejumlah Rp100.000,- per bulan. 

4. Sengketa dalam Sewa 

Dalam pembayaran iuran yang nominalnya Rp.50.000,- maupun 

yang nominalnya Rp.55.000,- perbulan sesuai keterangan pihak yang 

mengurusi terkait PKL di kawasan tersebut, PKL juga ada yang 

membayar tepat waktu, ada juga yang sering kali sampai telat membayar 

kewajibannya hingga 2 (dua)-3 (tiga) bulan bahkan 6 (enam) bulan pernah 

terjadi. 

Namun ketika terjadi sengketa atau wanprestai yang dilakukan oleh 

pihak PKL, selalu dilakukan upaya penyelesaian dengan cara non litigasi 

                                                           
29

 Yani, Wawancara, Gading Fajar Sidoarjo, 03 Juli 2019. 
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menggunakan metode negosiasi antara pihak perumahan dan PKL yang 

melakukan wanpestasi. Bahkan pernah terjadi ada PKL yang tidak 

membayar kewajibannya membayar uang sewanya selama 8 (delapan) 

bulan baru dikeluarkan oleh pihak perumahan setelah berkali-kali 

diingatkan dan dimusyawarahkan
30

 Dan apabila hasil upaya penyelesaian 

tersebut berhasil dilakukan maka tidak ada denda untuk PKL; tidak ada 

tambahan uang pembayaran;  adanya perpanjangan waktu bayar dari jatuh 

tempo sebelumnya. 

   

                                                           
30

 Tarigan, Wawancara, Sidokare Indah, 05 Juli 2019. 
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA  

LAHAN  PEDAGANG  KAKI  LIMA  DI  KAWASAN GADING FAJAR 

SIDOARJO 

A. Analisis Praktik Sewa Menyewa Lahan Pedagang Kaki Lima di Kawasan 

Gading Fajar Sidoarjo 
 

Maraknya Pedagang Kaki Lima di kota Sidoarjo yang kian menjamur 

berdampak pada lokasi atau lahan milik umum atau milik suatu pihak yang 

dirasa strategis dan banyak dikunjungi atau dilalui oleh pengunjung dan dapat 

menguntungkan pedagang kaki lima maka akan dimanfaatkan dan ditempati 

oleh sejumlah pedagang kaki lima. 

Tidak semua pedagang kaki lima memiliki tempat berjualan dengan 

biaya mereka sendiri untuk membeli ataupun menyewa sebuah toko. Ada 

juga pedagang yang memiliki toko berdasarkan hasil pinjaman, ada juga yang 

menempati sebuah toko dengan sistem sewa. Bahkan ada juga pedagang kaki 

lima yang hanya mampu menyewa sebuah lahan milik suatu pihak untuk 

dimanfaatkan dan ditempati menjadi sebuah lapak untuk berjualan. 

Sewa menyewa untuk lahan pedagang kaki lima pada saat ini bukanlah 

sesuatu yang jarang dilakukan. Sewa menyewa atau dalam istilah hukum 

islam sering kali dikenal dengan ija>rah, menurut Fatwa DSN-MUI, ija>rah 

merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa 
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yang terdapat jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atauupah, 

tanpa diikuti adanya pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
1
 

Lokasi pedagang kaki lima yang cukup ramai di kota Sidoarjo terdapat 

di beberapa titik salah diantaranya di kawasan Jalan Gajah Mada, kawasan 

Taman Pinang-Gading Fajar, di Kecamatan Buduran, GOR Sidoarjo dan lain-

lain. Kawasan Taman Pinang-Gading Fajar ini merupakan kawasan PKL yang 

paling ramai pengunjung dikarenakan letaknya yang strategis banyak dilalui 

banyak pengunjung. Tak sedikit pedagang kaki lima yang menggunakan 

trotoar maupun fasilitas umum milik warga sekitar untuk berjualan. 

Di kawasan yang digunakan dalam penelitian ini tergolong fasilitas 

umum (fasum) milik warga Perumahan Sidokare Indah RT.19 RW.04 yang 

dimanfaatkan lahannya oleh pedagang kaki lima untuk berjualan dengan 

sistem sewa.
2
 Pedagang kaki lima yang menempati lokasi ini awal mulanya 

berjualan di pinggir-pinggir trotoar Jalan Raya Taman Pinang-Gading Fajar, 

pada tahun 2010 beberapa warga yang merasa kasihan kepada PKL ynag 

berjualan dipinggir jalan tersebut memutuskan untuk membeli Sirtu (Pasir 

dan Batu) untuk meratakan tanah fasum milik warga yang awalnya ditanami 

pohon mangga. Beberapa pedagang juga ikut iuran untuk proses tersebut.
3
 

Artinya, dalam hal ini pedagang kaki lima dan pihak perumahan sejak awal 

telah memiliki sebuah kesepakatan dan kerjasama guna pemanfaatan lahan 

tersebut agar dapat digunakan pedagang kaki lima berjualan. 

                                                           
1
  Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ija>rah. 

2
  Idham (Ketua RT), Wawancara, Perumahan Sidokare Indah RT.19 RW.04, 02 Juli 2019. 

3
  Tarigan, Wawancara, Sidokare Indah, 05 Juli 2019. 
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Pedagang kaki lima yang telah setuju dengan awal mula tanah milik 

warga Perumahan Sidokare Indah RT.19 RW.04 tersebut yang diratakan 

tanahnya dengan sirtu guna lokasi PKL berjualan untuk membantu 

berkontribusi dalam proses yang membayar iuran Rp.35.000,- per bulan untuk 

biaya pengurukan tanah dan kontribusi warga.
4
 Pihak pedagang kaki lima 

memberikan uang sewa kepada pihak perumahan sebagai bentuk ganti dari 

pemanfaatan lahan tersebut, dan pihak perumahan tersebut memberikan lahan 

miliknya untuk dimanfaatkan sebagai tempat berjualan pedagang kaki lima 

yang menyewa. 

Perubahan kebijakan dan oleh pihak Satpol PP setelah beberapa tahun 

yang tidak memperbolehkan berjualan di kawasan tersebut, sehingga pihak 

perumahan, pedagang kaki lima dan Satpol PP yang melakukan perundingan 

untuk mencari solusi terbaik agar pedagang kaki lima di kawasan tersebut 

tetap dapat berjualan dan mencari rejeki. Didapatkannya solusi pihak 

setempat menawarkan untuk PKL berjualan di kawasan dalam lahan tersebut 

bukan di trotoar.
5
 Dikarenakan apabila pedagang kaki lima tersebut masih 

berjualan di pinggir jalan raya maupun trotoar tentu saja hal itu akan 

mengganggu lalu lintas sekitar kawasan. 

Pedagang kaki lima yang awal adanya perjanjian sewa pada lokasi ini 

sifatnya berupa kesepakan yang secara lisan, belum ada bentuk tertulisnya 

hanya berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak saja. Kesepakatan ini 

dilakukan dengan sifat bangunan/lapak PKL yang bersifat tidak permanen 

                                                           
4
 Tarigan, Wawancara, Sidokare Indah, 05 Juli 2019. 

5
 Ibid.  
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atau sementara. Sehingga apabila suatu saat nanti apabila pihak Pemerintah 

Daerah (PEMDA) serta pihak perumahan tersebut ingin menggunakan lahan 

tersebut untuk suatu hal, maka PKL juga diminta untuk tidak berjualan 

terlebih dahulu sesuai kebutuhan dan jangka waktu yang diperlukan.
6
 

Dalam kesepakatan ini bebas untuk jangka waktunya. Tidak ada 

ketentuan jangka waktu sampai berapa lama PKL tersebut menyewa lahan 

dari pihak perumahan.
7
 Untuk pembaruan kesepakatan itu dilakukan secara 

otomatis ketika PKL membayar uang sewanya setiap bulan tersebut maka 

PKL masih dapat menggunakan lahan tersebut untuk berjualan di bulan 

selanjutnya. 

Pedagang kaki lima yang mau berjualan di  lahan tersebut ada yang 

berjualan didalam dan ada yang berjualan di lokasi yang sedikit keatas 

(mengarah ke jembatan Taman Pinang-Gading Fajar), Pedagang kaki lima 

yang di area atas tersebut biayanya agak mahal dan awalnya dikenakan iuran 

Rp.50.000,- perbulan namun PKL membuatnya permanen. Namun, tahun 

2017 dengan adanya lapak permanen tersebut tentu saja ditindaklanjuti oleh 

Satpol PP dikarenakan tidak diperbolehkan membangun lapak permanen di 

kawasan tersebut. 

Perundingan untuk mencari solusi terbaik untuk PKL di lokasi tersebut 

yang menciptakan sebuah keputusan yang didapatkan dari hasil diskusi 

tersebut yaitu PKL tidak diperbolehkan untuk berjualan di trotoar harus di 

                                                           
6
 Ibid.  

7
 Ibid.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69 

  

 
 

dalam trotoar untuk lokasinya
8

 merupakan sebuah cara solutif dengan 

menarik lapak-lapak PKL di dalam lahan tersebut. Dan atas keputusan 

tersebut pihak warga yang harus membongkar pagar milik perumahan agar 

lebih kedalam dan menghabiskan biaya yang cukup besar adalah sebuah 

bentuk kepedulian dari warga perumahan yang awalnya tidak ingin pedagang 

kaki lima untuk berjualan di kawasan tersebut. 

Pihak warga perumahan yang melakukan kesepakatan bersama untuk 

merapikan lahan tersebut agar dapat digunakan pedagang kaki lima tersebut 

pun yang pada akhirnya menarik iuran kepada pedagang kaki lima sebagai 

bentuk uang sewa juga digunakan untuk mengembalikan biaya kas RT 

maupun iuran warga yang digunakan pihak warga perumahan untuk 

merapikan lahan tersebut. Sehingga uang sewa dari pedagang kaki lima 

tersebut digunakan pihak warga perumahan untuk kontribusi kepada warga 

dan untuk menfasilitasi usaha pedagang kaki lima berjualan seperti 

memperbaiki jalan sekitar kawasan yang rusak, membangun gapura untuk 

identitas pedagang kaki lima RT.19 RW.04. 

Pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut yang berjumlah 

sekitar ±20-30 pedagang, diberikan lahan oleh pihak perumahan masing-

masing 3 (tiga) meter. Namun hal itu disesuaikan dengan kebutuhan para 

pedagang kaki lima untuk berjualan. Apabila pedagang kaki lima tersebut 

hanya memerlukan lahan 2 (dua) meter saja makan 1 (satu) meter yang tersisa 

dari bagian yang ditentukan akan dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima 

                                                           
8
 Ibid. 
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sebelahnya yang membutuhkan, namun apabila sebelahnya tidak 

membutuhkan maka bagian tersebut akan dibiarkan saja. Begitu juga dengan 

pedaagang kaki lima yang membutuhkan lahan lebih dari 3 (tiga) meter dari 

bagian awalnya, maka pedagang tersebut akan terhitung uang sewa 2 (kali) 

lipat.
9
 

Pihak pemilik lahan yang memberikan ketentuan mengenai biaya sewa 

kepada PKL yang menyewa di lahan tersebut dengan ketentuan sebagai 

berikut
10

 : 

a. PKL yang berada di area atas dekat dengan jembatan Taman Pinang – 

Gading Fajar membayar uang sewa/iuran sebesar Rp.55.000,- per bulan; 

b. PKL yang berada di area sekitar tikungan perumahan dengan jalan raya 

membayar uang sewa/iuran sebesar Rp.50.000,- per bulan; 

c. Ketentuan pembayaran uang sewa/iuran tersebut digunakan untuk lahan 

yang telah ditentukan oleh pihak penyewa yaitu masing-masing 2 (dua) 

meter. Apabila lebih dari ketentuan yang diberikan maka pihak PKL 

diminta membayar dengan hitungan 2 (kali) lipat. 

Pembayaran iuran/uang sewa oleh PKL ditarik secara langsung oleh 

koordinator dari pihak perumahan sendiri yang mengurus terkait PKL di 

kawasan tersebut. Bapak Tarigan biasanya menarik uang sewa PKL tidak 

menentukan waktunya (awal atau akhir bulan) melainkan sesuai kondisi 

keuangan PKL tersebut. Tak jarang PKL melakukan negosiasi kepada beliau 

apabila PKL sedang kesulitan dana atau hendak melakukan penundaan 

                                                           
9
 Ibid. 

10
 Tarigan, Wawancara, Sidokare Indah, 05 Juli 2019. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

71 

  

 
 

pembayaran dari jatuh tempo yang telah disepakati. Sehingga sering kali 

permasalahan pada sewa menyewa lahan ini diakibatkan adanya pedagang 

kaki lima yang telat membayar uang sewa dari waktu yang ditentukan dan 

sebisa mungkin diselesaikan dengan musyawarah antara pihak pedagang kaki 

lima dan koordinator pengurus dari pihak perumahan. 

Pedagang kaki lima di kawasan Gading Fajar Sidoarjo yang tepatnya di 

lahan warga Perumahan Sidokare Indah RT.19 RW.04 pada awal berjualan 

dan menyewa lahan tersebut tidak ada ketentuan khusus untuk menempati 

dan menyewa lahan tersebut, hanya beberapa ketentuan diantaranya: 

a. Awal mula PKL yang berjualan di kawasan tersebut adalah warga asli 

Sidoarjo dengan menunjukkan kartu identitas. Namun, ada beberapa PKL 

yang diluar warga Sidoarjo (sekitar 1-2 orang); 

b. Tidak diperbolehkan untuk menginap dan menetap di kawasan PKL 

berjualan; 

c. Sifat lapak yang dibangun diatas lahan tersebut bukan lapak yang 

permanen, harus yang bersifat sementara; 

d. Diperbolehkan berjualan untuk sore hari dimulai pukul 15.00 WIB dan 

paling malam pukul 02.00 WIB; 

e. Tidak diperbolehkan berjualan minum minuman keras, main kartu dan 

sebagainya. 

Adanya ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk mengatur dan 

mencegah adanya hal-hal buruk yang tidak diinginkan di sekitar kawasan 

tersebut. Pedagang kaki lima yang menempati lokasi/kawasan tersebut tentu 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72 

  

 
 

saja dianjurkan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta 

menghindari hal-hal yang dilanggar oleh hukum yang bertujuan untuk 

kebaikan bersama semua pihak. 

Berdasarkan subjek perjanjian pada sewa menyewa ini hak kepemilikan 

adalah kepemilikan pihak perumahan Sidokare Indah  dan pedagang kaki lima 

hanya menggunakan manfaat atas lahan perumahan tersebut yang merupakan 

objek dari perjanjian sewa menyewa tersebut tanpa adanya memindahkan 

kepemilikan. 

Berdasarkan pembayaran uang sewa yang berbeda-beda menurut 

keterangan pedagang kaki lima, terdapat pedagang yang membayar uang 

sewa lahan sejumlah Rp.50.000,- perbulan dan ada yang membayar 

Rp.100.000,- per bulan sesuai dengan bagian yang digunakan PKL berjualan. 

Untuk PKL yang menggunakan lahan 3 (tiga) meter ataupun kurang dari itu 

maka PKL membayar uang sewa sejumlah Rp.50.000,- per bulan untuk PKL 

yang di berada di area tikungan fasum milik Perumahan Sidokare Indah , 

sedangkan PKL yang membayar sejumlah Rp.100.000,- per bulan dapat 

diartikan bahwa PKL tersebut memakai lahan lebih dari bagiannya sehingga 

ia membayar 2 (dua) kali lipatnya.
11

 

 

 

 

                                                           
11

 Tarigan. Wawancara. Sidokare Indah, 05 Juli 2019. 
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B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pedagang 

Kaki Lima di Kawasan Gading Fajar Sidoarjo   

1. Tinjauan Hukum Islam dari Segi Ija>rah 

Dalam tinjauan ija>rah yang diqiya>skan dengan jual beli (bai’) yang 

hanya memiliki perbedaan pada objeknya, dimana objek ija>rah terdapat 

pada pemanfaatan suatu barang sedangkan bai’ dapat berupa pemindahan 

hak kepemilikan atas barang.
12

 Artinya, setiap benda atau objek yang 

dapat dijadikan objek jual beli maka dapat dijadikan objek ija>rah juga.
13

 

Pada lahan yang dimiliki oleh warga perumahan Sidokare Indah 

yang berada di kawasan Gading Fajar yang sangatlah ramai pedagang 

kaki lima dan tentu saja para pedagang kaki lima tersebut membutuhkan 

sebuah tempat atau lahan yang dapat digunakan untuk berjualan setiap 

hari. Banyak pedagang kaki lima yang menyewa sebuah lahan dari 

pemilik lahan/tanah untuk berjualan dikarenakan kemampuan mereka 

untuk membeli sebuah toko/lahan yang kurang memadai dari segi 

keuangan.  

Sewa menyewa (ija>rah) yang dilakukan oleh pihak perumahan 

dengan pedagang kaki lima tergolong perjanjian yang bebas untuk jangka 

waktunya. Dikarenakan tidak ada kesepakatan berapa lama jangka waktu 

pedagang kaki lima dapat menggunakan lahan tersebut untuk berjualan, 

hanya dengan sistem ketika pedagang kaki lima membayar uang sewa 

untuk lahan tersebut untuk 1 (satu) bulan, maka pedagang kaki lima dapat 

                                                           
12

 Imam Mustofa, Fiqh Mu’amalah Kontemporer ..., 105. 
13

 Pasal 274 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 
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memperpanjang waktu sewa untuk bulan berikutnya. Tentu saja hall itu 

tergolong fleksibel untuk pelaksanaan jang waktunya. Dan dalam Fatwa 

DSN MUI No:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ija>rah huruf (i), 

‚Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat 

diwujudkan dalam kurun waktu, tempat dan jarak‛. Pada praktiknya, 

kedua belah pihak (‘a>qid) sama-sama setuju dan tidak ada keterpaksaan di 

dalam perjanjian tersebut. Apabila terdapat keterpaksaan dari salah satu 

pihak maka akad tersebut tidak sah dikarenakan melanggar syarat dari 

ija>rah.14 

Dalam tinjauan ija>rah apabila dikaitkan dengan penelitian ini, ija>rah 

memiliki rukun diantaranya : 

a. ‘A<qid. Dalam hal ini yang melakukan perjanjian yaitu pihak pedagang 

kaki lima dan pihak perumahan Sidokare Indah yang dikoordinir oleh 

Bapak Tarigan; 

b. S}i>ghat. Meskipun dalam perjanjian ini bukanlah suatu perjanjian 

tertulis dan hanya berupa perjanjian secara lisan namun sighat telah 

terjadi ketika kedua belah pihak sepakat untuk menyetujui perjanjian 

ini.; 

c. Ma’qu>d ‘alaih (objek yang dimanfaatkan). Lahan kepemilikan warga 

perumahan Sidokare Indah RT.19 RW.04 inilah yang menjadi objek 

dari ija>rah (sewa-menyewa) antara pihak pedagang kaki lima dan 

pihak perumahan terebut; 

                                                           
14

 Imam Mustofa, Fiqh Mu’amalah Kontemporer ..., 106-109 
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d. Manfaat. Dalam hal ini yang dimaksuda manfaat adalah manfaat dari 

objek sewa (lahan) yang dapat dipergunakan oleh pedagang kaki lima 

untuk berjualan; 

e. Upah. Maksud dari upah dalam hal ini adalah biaya atau uang sewa 

yang diberikan pedagang kaki lima kepada pihak perumahan sebagai 

ganti pemanfaatan lahan milik perumahan tersebut. 

Lahan yang digunakan pedagang kaki lima yang telah jelas status 

kepemilikannya merupakan milik warga perumahan Sidokare Indah RT. 

19 RW.04 yang manfaatnya telah sesuai dengan syarat ija>rah diantaranya 

seperti manfaat lahan yang berharga nilainya serta dapat digunakan dan 

dimanfaatkan pedagang kaki lima sebagai tempat berjualan dan mencari 

rejeki, lahan tersebut bukan lahan yang ilegal, lahannya dapat dinilai 

maupun diganti dengan materi (uang).
15

 Dalam pemanfaatan lahan ini 

tergolong kedalam Ija>rah bil manfaat yang merupakan suatu kegiatan 

sewa-menyewa yang bersifat manfaat atau manfaat barang/objek yang 

diambil.
16

 Selain itu, upah atau uang sewa dari hasil sewa menyewa lahan 

antara pedagang kaki lima dan pihak perumahan Sidokare Indah tersebut 

telah jelas nominalnya. 

Nominal uang sewa (ija>rah) yang dikeluarkan setiap pedagang kaki 

lima berbeda-beda sesuai keterangan pedagang kaki lima yang ada 

disekitar kawasan dan pihak koordinator pengurus PKL, namun 

nominalnya jelas dan telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan yang 

                                                           
15

 Imam Mustofa, Fiqh Mu’amalah Kontemporer ..., 106-109. 
16

 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)..., 202. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76 

  

 
 

telah dijelaskan mulai dari harga sewa setiap bulannya hingga bagian 

awal yang diberikan pihak perumahan kepada masing-masing pedagang 

kaki lima. 

Terkait dengan pembayaran nominal uang sewa yang terkadang 

menimbulkan beberapa permasalahan dari pihak pedagang kaki lima yang 

beberapa sering kali telat untuk membayar uang sewa, pihak pemilik 

lahan selalu mengupayakan adanya musyawarah ataupun negosiasi 

dengan pedagang kaki lima yang bersangkutan agar masalah tersebut 

segera terselesaikan. Namun ketika dirasa oleh pihak pemilik lahan bahwa 

pedagang telah lama tidak memenuhi kewajibannya hingga berbulan-

bulan maka pemilik lahan berhak mengeluarkan pedagang tersebut dari 

lahan tersebut.
17

 Apabila pedagang yang menyewa pailit dan tidak dapat 

membayar kewajibannya, menurut Sayyid Sabiq, ija>rah tersebut akan 

batal secara otomatis dan pedagang berhak meninggalkan lahan tersebut. 

2. Tinjauan Hukum Islam dari Segi Mas}lah}ah Mursalah 

Lahan milik Perumahan Sidokare Indah RT.19 RW.04 yang 

sebenarnya merupakan sebuah fasilitas umum milik perumahan tersebut 

yang terpaksa harus harus dialihfungsikan untuk sebuah lahan yang dapat 

dimanfaatkan pedagang kaki lima untuk berjualan dan mencari rejeki 

dikarenakan beberapa warga yang kasihan kepada pedagang yang pada 

saat itu tidak memiliki lokasi berjualan, hanya berada di pinggiran jalan 

maupun trotoar yang hanya lesehan adalah sebuah bentuk kesadaran dan 

                                                           
17

 Tarigan. Wawancara. Sidokare Indah, 05 Juli 2019. 
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rasa kemanusiaan warga sekitar untuk mencarikan solusi guna untuk 

mendapat kebaikan dan mengurai adanya keburukan bagi para pedagang 

kaki lima yang sering kali dikenal dengan istilah mas}lah}ah. Sesuai dengan 

pendapat Imam Al-Ghazali, disebutkan bahwa mas}lah}ah pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat maupun 

kebaikan atau terhindarnya dari sesuatu hal yang dapat menyebabkan 

kemudaratan.
18

 

Upaya untuk mengurangi kemudaratan telah dilakukan oleh pihak 

perumahan dan pedagang kaki lima diantaranya mulai adanya niat warga 

perumahan yang mencarikan solusi berjualan pedagang kaki lima yang 

berada disekitaran kawasan perumahan tersebut dengan menjadikan 

fasilitas umum lahan untuk pedagang kaki lima berjualan, memberikan 

ketentuan-ketentuan untuk pedagang kaki lima yang berjualan dan 

menempati lahan tersbeut guna untuk baikan dan kenyamanan bersama 

warga sekitar, adanya hak dan kewajiban yang harus saling terpenuhi, dan 

penyelesaian masalah yang selalu diupayakan dengan cara kekeluargaan 

atau musyawarah. 

Tujuan terkait hal itu sesuai dengan syarat umum mas}lah}ah 

mursalah bahwa hal itu tidak ditemukan dalil hukumnya dalam nas baik 

yang memperbolehkan ataupun tidak namun kemaslahatannya sesuai 

dengan tujuan syara’ untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik
19

, 

upaya tersebut jelas dan tidak samar-samar karena telah terjadi, tidak 

                                                           
18

 H. Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh; Metodologi Penetapan Hukum Islam..., 189-190. 
19

 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh ..., 90. 
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bertentang dengan dalil syara’.
20

 Sesuai juga dengan syarat khusus dari 

mas}lah}ah mursalah yang tujuannya dari adanya sewa menyewa lahan 

tersebut untuk kepentingan bersama dan bukan kepentingan individu. 

Dikarenakan sewa menyewa lahan tersebut merupakan upaya warga 

perumahan Sidokare Indah untuk membantu pedagang kaki lima di 

sekitar kawasan tersebut untuk tetap berjualan mencari rejeki untuk 

kehidupan sehari-harinya. 

 

                                                           
20

 Ibid.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa penulis, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik sewa menyewa lahan yang merupakan fasum (fasilitas umum) 

kepemilikan warga Perumahan Sidokare Indah RT.19 RW.04 di kawasan 

Gading Fajar Sidoarjo dilakukan tanpa ada perjanjian dalam bentuk 

tertulis. Selain itu dalam pelaksanaannya, para PKL diwajibkan untuk  

membayar uang sewa yang jumlahnya sesuai dengan keluasan area lapak  

masing-masing. Apabila terjadi sengketa/wanprestasi diselesaikan dengan 

non litigasi melalui musyawarah/negosiasi. 

2. Praktik sewa lahan di kawasan Gading Fajar Sidoarjo sah menurut hukum 

Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat ija>rah, karena dilakukan 

dengan itikad baik serta tidak ada unsur pemaksaan dan tidak ada unsur 

gharar. Selain itu praktik tersebut telah memenuhi kemanfaatan yang 

ditinjau dari mas}lah}ah mursalah. Warga memperoleh uang sewa sebagai 

kas RT dan PKL memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya.  
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut saran yang dapat penulis 

berikan: 

1. Bagi pemerintah setempat hendaknya juga memanfaatkan fasum tiap 

perumahan menjadi lahan yang lebih produktif sebagai tempat usaha serta 

membuat aturan yang jelas agar tidak menimbulkan konflik di kemudian 

hari. 

2. Bagi penyewa (pedagang kaki lima) hendaknya membayar uang sewa 

lahan tepat waktu agar tidak ada pihak yang dirugikan.  

3. Bagi pihak yang menyewakan (pihak perumahan) hendaknya membuat 

perjanjian  dalam bentuk tertulis agar lebih kuat kepastian hukumnya dan 

memberikan fasilitas yang lebih baik untuk terpeliharanya kebersihan, 

keamanan, dan kenyamanan warga. 
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